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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 512 TAHUN 2021
TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk mewujudkan visi misi Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023,
perlu disusun peta  proses bisnis yang
menggambarkan pola hubungan kerja antar unit
organisasi yang efektif dan efisien serta bersinergi
sesuai tugas fungsi dan kewenangannya,;

bahwa Keputusan Bupati Nomor 060/Kep. 326-
HUK/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 060/Kep.
408-HUK /2020, perlu disesuakan dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses
Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang  Nomor 14  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54940);

3.Undang-Undang......



-2-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 442);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 411);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor
11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 28);

10.Peraturan........
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, adalah;

a. identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan
dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan
tujuan instansi pemerintah;

b. analisis sasaran strategis dalam Renstra dan
dijabarkan menjadi daftar kegiatan;

c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun
kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;

d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta
subproses; dan

€. setiap peta subproses menjadi dasar untuk
menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang
menggambarkan rangkaian kerja suatu proses
beserta unit organisasi.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut kedalam Peta
Proses Bisnis Perangkat Daerah.

Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud- 3 -ictum KETIGA memuat alur perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian
program kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran
utama sesuai rencana strategis organisasi.

Pada saat Keputusan Bupati Nomor 060/Kep. 326-
HUK/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 060/Kep. 408-
HUK/2020, dicabut dan dnyatakan tidak berlaku.

KEENAM......
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KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG.
' F ll

! /

l',. "’,ll.
DODI YOMANDI, S.H., M.Kn.
NI.19650129199831001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 512 TAHUN 2021

TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
VISI
Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang
Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan
Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023
v v v v v
MISI 1 MISI 2 MISI 3 MISI 4 MISI 5

Menata birokrasi pemerintah
yang responsif dan

Memenuhi kebutuhan dasar Menguatkan norma agama Mengembangkan wilayah Mengembangkan sarana prasarana

masyarakat secara mudah dan

dalam tatanan kehidupan

ekonomi didukung dengan

dan sistem perekonomian yang

terjangkau sosialmasyarakat dan peningkatan infrastruktur bertanggung jawab secara mendukung kreativitas dan inovasi
pemerintahan serta penguatan budaya dan profesional dalam pelayanan masyarakat Kabupaten Sumedang
kearifan lokal masyarakat
v v A\ 4
Terwujudnya Terwujudnya kehidupan Terwujudnya percepatan Terwujudnya Terwujudnya Perekonomian
Kesejahteraan yang Agamis di pengembangan wilayah ekonomi akuntabilitas kinerja Sumedang yang Kreatif dan
Masyarakat Kabupaten Sumedang agribisnis, industri, dan dan reformasi birokrasi Berdaya Saing
pariwisata yang berkelanjutan

TUJUAN
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TABEL IDENTIFIKASI PROSES
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021-2023

NO PROSES JENIS PROSES Kf(i)llz)(])as%gB
1 | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat UTAMA SMD 01
2 | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan UTAMA SMD 02
3 | Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) UTAMA SMD 03
4 | Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak UTAMA SMD 04
S5 | Penguatan kondisi kehidupan kerukunan umat beragama UTAMA SMD 05
6 | Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri UTAMA SMD 06
7 | Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis UTAMA SMD 07
3 g;lii\ilngsli‘;an Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik UTAMA SMD 08
9 | Peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian UTAMA SMD 09
10 | Peningkatan Ketahanan Daerah UTAMA SMD 10
11 | Peningkatan Ketahan Pangan Daerah UTAMA SMD 11
12 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup UTAMA SMD 12
13 | Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang UTAMA SMD 13
14 | Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat UTAMA SMD 14
15 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik PENDUKUNG SMD 15
16 | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan MANAJEMEN SMD 16
17 | Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah MANAJEMEN SMD 17




Kebijakan/
Regulasi/
perencanaan

Pemerintah

—>

Peran Serta,
Masukan Bahan
Kebijakan

Masyarakat >

Peran Serta,
masukan bahan
kebiiakan

Dunia
Usaha
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PETA PROSES BISNIS KABUPATEN SUMEDANG (LEVEL 0)

\ 4

PROSES UTAMA
SMD 01 SMD 02 SMD 03 SMD 04 SMD 05 SMD 06 SMD 07
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Penguatan Peningkatan Peningkatan
Derajat kualitas Penanggulanga pengarusutam kondisi Pertumbuhan Pertumbuhan
Kesehatan penyeler}ggaraa n Pemerlu aan gender dan kehidupan Ekonomi Ekonomi
Masyarakat n pendidikan Pelayanan perlindungan kerukunan melalui melalui
Kesejahteraan anak umat Pengembangan Pengembangan
Sosial (PPKS) beragama Kawasan Agribisnis
Industri
SMD 08 SMD 09 SMD 10 SMD 11 SMD 12 SMD 13 SMD 14
Pening}(atan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
Pemajuan Kualitas Ketahanan Ketahanan Kualitas Penanaman Kompetensi
Kebudayaan dan Infrastruk.tur Daerah Pangan Daerah Lingkungan Modal di dan
PengemPanan sebagai Hidup Kabupaten Produktivitas
Destlnas.l Wisata Penunjang Sumedang Masyarakat
sebagai Daya Perekonomian
Tarik Pariwisata

Visi-Misi
terealisasi

Pemerintah

Peningkatan
IPM, Kepuasan

PROSES MANAJEMEN

SMD 17

Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan

—>

Masyarakat
Masyarakat
PROSES PENDUKUNG
SMD 15 SMD 16
Peningkatan Kualitas Peningkatan Efektivitas dan
Pelayanan Publik Efisiensi Kinerja Daerah
Peningkatan
pertumbuhan
ekonomi

Dunia Usaha



-4-

PETA RELASI PROSES BISNIS KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021-2023

SMD.O1 SMD.02 SMD.03 SMD.04
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas penyelenggaraan Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Peningkatan pengarusutamaan gender dan
pendidikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perlindungan anak
e DINKES e DLHK e DISDIK e DISKOMINFO e DINSOS e DPP DPPKBP3A o KECAMATAN
e RSUD e DPPKBP3A e DPUTR e BAPPPPEDA e DINKES e DPPKBP3A SETDA o KELURAHAN
e DPUTR e SETDA e DINSOS e BKAD e RSUD e DISKOMINFO SELURUH PD
e DISDUKCAPIL e BAPPPPEDA e SETDA e BKPSDM e DISDUKCAPIL e SETDA
e DISDIK e BKAD e DISDUK e INSFEKTORAT e DISNAKERTRANS e BAPPPPEDA
e DINSOS e BKPSDM e DPPP o KECAMATAN e DPMD e BKAD
e DISNAKERTRANS e DISKOMINFO e DKPP e INSFEKTORAT
e INSFEKTORAT e DPPP e SATPOLPP
e DPUTR o KECAMATAN
SMD.05 SMD.06 SMD.07 SMD.08
Penguatan kondisi kehidupan kerukunan umat Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan
beragama Pengembangan Kawasan Industri Pengembangan Agribisnis Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya
Tarik Pariwisata
e DPMPTSP e DPP e DPP e DLHK DPKKO e DPUTR
* BANBANKESBANGPO e SETWAN « DKPP « SATPOLPP « DPKHP o BAPPPPEDA SETDA o DKPP
L * SATPOLPP o DLHK o SETDA o DKPP o BKAD BAPPPPEDA o BAPPENDA
* SETDA ¢ DISKOMINFO o DISNAKERTRANS o BAPPPPEDA e DPUTR o INSFEKTORAT BKAD o DISKOMINFO
* BAPPPPEDA * KECAMATAN « DPUTR + BKAD « SETDA + DISKOMINFO DPMPTSP o INSFEKTORAT
* BKAD  DISKOMINFO « BAPPENDA o KECAMATAN o KECAMATAN
* INSFEKTORAT « DPP o INSFEKTORAT
SMD.09 SMD.10 SMD.11 SMD.12
Peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai Peningkatan Ketahanan Daerah Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Penunjang Perekonomian
e DPUTR e BAPPPPEDA ¢ BANBANKESBANGPO e BAPPPPEDA e DPP e BAPPENDA DLHK e SETDA
e DPPP e BKAD L e SETDA e DPKHP e BKAD DINKES e BKAD
¢ DISHUB ¢ DINKES e BPBD e BKAD e DKPP e INSFEKTORAT DPUTR e INSFEKTORAT
e DPPP ¢ INSFEKTORAT ¢ SATPOLPP e DISDUKCAPIL e SETDA e DINSOS BAPPPPEDA e DPMPTSP
e SETDA ¢ SATPOLPP e DINAS SOSIAL e DINKES e BAPPPPEDA ¢ KECAMATAN o KECAMATAN
¢ KECAMATAN e DPPP ¢ DISKOMINFO
e DPP ¢ KECAMATAN
e DPP
SMD.13 SMD.14 SMD.15 SMD.16
Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja
Sumedang Masyarakat Daerah
¢ DPMPTSP e DPP e DKPP e BAPPPPEDA e BKPSDM e BKPSDM
« SETDA « DISNAKERTRANS + DISNAKERTRANS + SETDA « DPMPTSP « DPMPTSP DISKOMINFO
o BAPPPPEDA o INSFEKTORAT + DPKKO ¢ BKAD « DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL SETDA
¢ DPUTR ¢ BKAD e DISDIK e INSFEKTORAT e« DINKES ¢ DISKOMINFO SELURUH PD
e DKPP « DISKOMINFO « DISDUK e KECAMATAN e BKAD « DINKES
¢ DPKKO ¢ KECAMATAN e DINSOS
e DPP
SMD.17
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan
e SETDA e BAPPENDA
e BAPPPPEDA e SELURUH PD
e BKAD ¢ KECAMATAN

INSFEKTORAT ¢ KREIITRAHAN
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PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 01
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

SMD. 01.01

Peningkatan Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

SMD. 01.02

Peningkatan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan

SMD. 02 SMD. 03
Peningkatan Kualitas Peningkatan
Penyelenggaraan Penanggulangan
Pendidikan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

SMD. 04 SMD. 10
Peningkatan Peningkatan
Pengarusuatamaan Ketahanan Daerah

Gender dan
Perlindungan Anak
SMD. 11 SMD. 12
Peningkatan Peningkatan Kualitas
Ketahanan Pangan Lingkungan Hidup
Daerah

A

v

SMD. 01.03

Peningkatan Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan
Dan Makanan Minuman

SMD. 01.04

Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD. 01.05

Peningkatan Pengelolaan
Dan Pengembangan
Sistem Air Limbah

A

A 4

SMD.16

Peningkatan Efektivitas
dan Efisiensi Kinerja
Daerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
SMD - 01.01 Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

SETDA .
Analisis dan

Y

— Kebija
BAPPPPEDA Pengolahan kan
Data,
) Perencanaan *
DINKES Mulai < Peningkatan Tersedianya

Pengumpulan Pelayanan Layanan
RSUD Data Kesehatan Kesehatan untuk

A 4

Kesehatan UKM dan UKP
UNIT YANKES sesuai Standar

A 4

DINSOS

DISDUKCAPIL

DPPKBP3A

DLHK

DISDIK

DPMPTSP Perijinan

DPUTR Sapras Kesehatan

DISKOMINFO Sistem Informasi Kesehatan

BKAD Dukungan Anggaran

INSPEKTORAT
DAERAH

Pengawasan




Keterangan :
CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
SMD - 01.01 Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO PE]?:I;\TI;}AI;AT AKTIVITAS
1. SETDA Penyusunan Kebijakan

2. BAPPPPEDA Perencanaan

3. DINKES Penanggung Jawab

4. RSUD Pemberian Layanan, Data Pasien, petugas kesehatan

S. UNIT YANKES Petugas Kesehatan, Pemberian pelayanan

6. DINSOS Data Jaminan Sosial Kesehatan

7. DISDUKCAPIL Data Kependudukan

8. DPPKBP3A Data Keluarga Berencana

9. DLHK Data Kesehatan Lingkungan, dan Pelaksana Peningkatan Kesehatan Lingkungan
10. DISDIK Program Pendidikan Kesehatan

11. DPMPTSP Perijinan Pelayanan Kesehatan

12. DPUTR Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Kesehatan

13. DISKOMINFO Sistem Informasi Kesehatan

14. BKAD Fasilitasi Anggaran

15. INSPEKTORAT Pengawasan dan Pembinaan

DAERAH




PETA LINTAS FUNGSI

CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
SMD - 01.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

DINKES Pelaksanaan |
Menyiapkan
Tenaga Ahli | Evaluasi
BKPSDM g
Analisis dan
Perencanaan
RSUD \ 4
Tenaga Tenaga
Kesehatan Kesehatan yang
UNIT YANKES Kompeten/sesu
ai Standar
A
BAPPPPEDA
DPMPTSP Perijinan
Praktek
BKAD Dukungan
Anggaran
INSPEKTORAT Pengawasan
DAERAH




Keterangan :

CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

SMD - 01.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. DINKES Penanggung Jawab

2. BKPSDM Peningkatan Kompetensi Petugas Kesehatan

3. RSUD Petugas Kesehatan

4. UNIT YANKES Petugas Kesehatan

S. BAPPPPEDA Perencanaan

6. DPMPTSP Perijinan untuk Praktek

7. BKAD Dukungan Anggaran

8. INSPEKTORAT Pengawasan dan Pembinaan

DAERAH
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
SMD - 01.03 Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Mulai Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Farmasi, Alat
wat kualitas obat- obatan, p| Kesehatan, Makanan dan
DINKES > )
alat kesehatan dan Minuman Sesuai Standar
makanan minuman
A
SETDA
Perencanaan
Program dan
> Kegiatan
BAPPPPEDA
INSPEKTORAT
DAERAH
RSUD
Pengolahan
R Data dan
inventarisasi
UNIT YANKES
Perijinan toko
DPMPTSP > obat/apotek




Keterangan :
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CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

SMD - 01.03 Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

NO PEI?:I;\TI;}AI?{AT AKTIVITAS
1. DINKES Penanggung Jawab

2. SETDA Perumuasan Kebijakan dan Evaluasi

3. BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. gﬁé’g&ORAT Verifikasi, evaluasi dan Pengawasan

S. RSUD Pelaksana Pelayanan Kesehatan

6. UNIT YANKES Pelaksana Pelayanan Kesehatan

7. DPMPTSP Penerbitan perijinan
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
SMD - 01.04 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

DINKES @ Selesai
SETDA
Perencanaan
BAPPPPEDA >
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
v

Pembinaan
UNIT YANKES Penyuluh

Kesehatan
DPMD Pembinaan, Terwujudnya

» Pelatihan »| Desa/kelurahan
Siaga Aktif
Mandiri

KECAMATAN




Keterangan :

CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

-13-

SMD - 01.04 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

NO PE]?AAI;\TI;}AI;AT AKTIVITAS
1. DINKES Penanggung Jawab

2. SETDA Perumusan Kebijakan

3. BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. BKAD Fasilitasi Anggaran

S. gﬁé’g&ORAT Verifikasi, Evaluasi dan Pengawasan

0. UNIT YANKES Penyedia Tenaga Kesehatan

7. DPMD Penyedia Data Desa Mandiri

8. KECAMATAN Fasilitator desa




CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

-14 -

PETA LINTAS FUNGSI

SMD - 01.05 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

DPPP

@

Pembahasan,

analisa

data

dan juknis

Penampungan,

KECAMATAN &
DESA

SKPD TEKNIS

Perencanaan

4

A

.| Pengusulan ke
Kementrian
PUPR

A

Monitoring dan
Evaluasi

T

Sosialisasi dan
Pemberdayaan

Usulan dari Desa

KSM

Penerimaan
Bantuan oleh
KSM

Tersedianya
Sanitasi Layak
untuk
masyarakat

1

A

., 2

BKAD

Penyaluran
Bantuan




Keterangan :
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CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

SMD - 01.05 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

NO PE§:};\T§AI§{AT AKTIVITAS
1. DPPP Penanggung Jawab

2. DESA Pengusulan dan Penerima Hasil

3. SKPD TEKNIS Pokja AMPL

4. BKAD Fasilitasi Pencairan Bantuan




-16 -

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 02
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pendidikan

SMD. 01 SMD. 02
Peningkatan Derajat Peningkatan Kualitas
Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan
Pendidikan
SMD. 03 SMD. 04
Peningkatan Peningkatan
Penanggulangan Pengarusuatamaan
Pemerlu Pelayanan Gender dan
Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak

(PPKS)

SMD. 02.01

Peningkatan
Pengelolaan
Pendidikan

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

A

A 4

SMD.16

Peningkatan Efektivitas
dan Efisiensi Kinerja
Daerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 02 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
SMD - 02.01 Peningkatan Pengelolaan Pendidikan

SETDA Perumusan dan
> Penyusunan
Kebijakan
Pengelolaan RLS dan
) Pendidikan SD, ) HLS

DISDIK Mulai ——— | SMP,PAUD dan > Evaluasi »  tercapai

Kesetaraan
DPPP
BAPPPPEDA L | Perencanaan
BKAD
KECAMATAN
BKPSDM
DISKOMINFO Dukungan TI
INSPEKTORAT Pengawasan dan
DAERAH Evaluasi




Keterangan :

-18 -

CFM 02 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
SMD - 02.01 Peningkatan Pengelolaan Pendidikan

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2. DISDIK Penanggung Jawab
3. DPPP Peningkatan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan
4. BAPPPPEDA Perencanaan
5. BKAD Dukungan Anggaran
6. KECAMATAN Fasilitator Kewilayahan
7. BKPSDM Penyediaan Tenaga Pengajar Kompeten, Pelaksanaan Diklat Tenaga Pengajar
8. DISKOMINFO Dukungan Sistem Informasi
9. INSPEKTORAT Pengawasan dan Pembinaan

DAERAH




SMD. 01

Peningkatan Derajat
Kesehatan Masyarakat

SMD. 02

Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pendidikan

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

-19-

SMD. 03
Peningkatan Penanggulangan Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

SMD. 04

Peningkatan
Pengarusutamaan
Gender dan

Perlindungan Anak

A

v

A 4

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD. 03.01 SMD. 03.02
Peningkatan Peningkatan
Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial
Sosial
SMD. 03.03 SMD. 03.04
Peningkatan Peningkatan
Perlindungan dan Pengelolaan dan
Jaminan Sosial Pengembangan
Sistem Penyediaan
Air Minum
SMD. 03.05 SMD. 03.06
Peningkatan Peningkatan
Pengembangan Pengendalian
Perumahan Penduduk
SMD. 03.07
Peningkatan
Pembinaan
Keluarga
Berencana (KB)

A

SMD.16

Peningkatan Efektivitas
dan Efisiensi Kinerja
Daerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan




PETA LINTAS FUNGSI

-20-

CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
SMD - 03.01 Peningkatan Pemberdayaan Sosial

SETDA
Perumusan v Monev dan
. b dan Pelaksanan 'I];ind.ali Meningkatnya Peran
DINSOS Mulai eayLsanan | Pemberian |—»| Lanu serta K:;‘ iaél fSKs .,
Perencanaan ebljakan Bansos yang aktif da am
i Pemberdayaan Sosial
BAPPPPEDA - 4
Pembinaan
DPP dan
Pemberdaya
DPP an PPKS
dan PSKS
DPMPD
DPPP Pengdghan,
Analisis
Data
DKPP —
DISDUKCAPIL
KECAMATAN
DINKES
DISDIK
INSPEKTORAT Pengawasan

DAERAH




Keterangan :

CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

SMD - 03.01 Peningkatan Pemberdayaan Sosial

-21-

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2. DINSOS Penanggung Jawab
3. BAPPPPEDA Perencanaan

4, DPP Data Kelompok

S. DPP Data Kelompok

0. DPMPD Data Desa Lokus Stunting
7. DPPP Data Rutilahu

8. DKPP Data UMKM

9. DISDUKCAPIL

Data Penduduk

10. KECAMATAN

Fasilitator wilayah,

11 DINKES

Data Kesehatan

12 DISDIK

Data Pendidikan

INSPEKTORAT

13 DAERAH

Pengawasan, Pembinaan




-22-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
SMD - 03.02 Peningkatan Rehabilitasi Sosial

SETDA

Monev dan

Perumusan

A 4

Tindak Lanjut
dan Meningkatnya
Mulai Penyusunan 4 Fungsi Sosial bagi
DINSOS

' Kebijakan PPKS

\ 4

BAPPPPEDA Perencanaan

BKAD

v

DISDUKCAPIL Pengolahan,

Analisis Data
KECAMATAN
Pelaksanaan
DINKES Penjaringan,
Assesment,
SATPOLPP i Rehabilitasi
Reunifikasi
RSU
DISNAKERTRANS
INSPEKTORAT Pengawasan

DAERAH




Keterangan :

CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

SMD - 03.02 Peningkatan Rehabilitasi Sosial

-23-

NO PE§:§§AI§-IAT AKTIVITAS
1. SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2. DINSOS Penanggung Jawab
3. BAPPPPEDA Perencanaan
4. BKAD Dukungan Anggaran
S. DISDUKCAPIL Data penduduk
0. KECAMATAN Fasilitator wilayah
7. DINKES Dukungan Tenaga Medis
8. SATPOLPP Pelaksana Lapangan
9. RSU Penanganan Rehabilitasi
10. | DISNAKERTRANS | Dukungan Pelatihan peserta rehabilitasi
11. INSPEKTORAT Pengawasan Pembinaan

DAERAH




CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

-24 -

PETA LINTAS FUNGSI

SMD - 03.03 Peningkatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial

SETDA Penyusunan
Kebijakan
Terpenuhinya
Pelayanan Monitoring dan Kebutuhan Dasar
A . gda N
DINSOS @ Perencanaan ”| Kepesertaan PBI Evaluasi ®»|  Masyarakat Tidak
Mampu
A
BAPPPPEDA
BKAD
DISDUKCAPIL
Verifikasi dan
— Validasi Data
KECAMATAN DIKS
\ 4
DPUTR
DPPP ~ P
”| Pendampingan [¥
Bantuan Sosial
DINKES

RSUD




-25-

Keterangan :
CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
SMD - 03.03 Perlindungan Dan Jaminan Sosial

NO PE&:\};\E}AI:{AT AKTIVITAS
1. SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan

2. DINSOS Penanggung Jawab

3. BAPPPPEDA Perencanaan

4. BKAD Dukungan Anggaran

S. DISDUKCAPIL Data penduduk

0. KECAMATAN Verifikasi usulan

7. DPUTR Pendampingan bidang infrastruktur

8. DPPP Pendampingan bidang Perumahan dan Pemukiman
9. DINKES Pendampingan bidang Kesehatan

10. RSUD Pendampingan bidang Kesehatan




CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
SMD - 03.04 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

-26-

PETA LINTAS FUNGSI

SETDA

Proses
> pengadaan
barang dan jasa *
Monitoring dan Tersedianya Sarana
Pemb'ahasan, Evaluasi Prasarana Sistem
DPPP Mulai anah;a dgta Pelaksanaan > Penyediaan Air Selesai
dan juknis Pelaksanaan Pekerjaan Minum bagi
A Pekerjaan Masyarakat
» Pengelolaan dan Yy
Pengembangan
SPAM
KECAMATAN N
" | Perencanaan 4
BKAD
BAPPPPEDA
INSPEKTORAT Pengawasan

DAERAH




-27-

Keterangan :
CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
SMD - 03.04 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan Kebijakan

2. | DPPP Penanggung Jawab

3. | KECAMATAN Fasilitator Kewilayahan

4. | BKAD Dukungan Anggaran

5. | BAPPPPEDA Perencanaan

6 INSPEKTORAT Pensawasan

" | DAERAH &
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
SMD - 03.05 Peningkatan Pengembangan Perumahan

SETDA
I Perumusan
dan
Penyusunan
SETWAN Reses Kebijakan
> —> A
Pembahasan
, analisa
data dan Tercapaianya
1 juknis v Monitoring jumlah unit rumah Selesai
M . . . . elesal
DPPP ulai Verifikasi dan »| dan Evaluasi [ yang dllgkukan
> Validasi perbaikan
v A
BAPPPPEDA Perencanaa
> n
4
Pencairan dan
BKAD Penyaluran
Bantuan
INSPEKTORAT
DAERAH
KECAMATAN




-29-

Keterangan :
CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
SMD - 03.05 Peningkatan Pengembangan Perumahan

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2. SETWAN Reses dan Perencanaan
3. DPPP Penanggungjawab
4. BAPPPPEDA Perencanaan
5. BKAD Dukungan Anggaran
6 INSPEKTORAT Pensawasan
" | DAERAH &
7. KECAMATAN Fasilitator usulan




-30-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
SMD - 03.06 Peningkatan Pengendalian Penduduk

SETDA
L. Menguatnya Ketahanan
. Monitoring
DPPKBP3A @ dan Evaluasi Ekonomi Untuk Selesai
Hasil
Pengolahan Pertumbuhan yang
Data
> » Kependudu
DISDUKCAPIL kan
Perencanaan Penyusunan
Grand Design
Pembangunan
BAPPPPEDA Kependudukan
Pengolahan
DISDIK L Data Guru
IPS
BKAD
A
Pelaksanaan Advokasi, Sosialisasi dan
KECAMATAN Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan

Kependudukan Jalur Formal dan Non

RFarmal




-31-

Keterangan :
CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
SMD - 03.06 Peningkatan Pengendalian Penduduk

No | FERANGHAT AKTIVITAS
1. SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan

2. DPPKBP3A Penanggung Jawab

3. DISDUKCAPIL Data Kependudukan

4. BAPPPPEDA Perencanaan

S. DISDIK Data Tenaga Kependidikan

0. BKAD Fasilitasi Anggaran

7. KECAMATAN Fasilitator




PETA LINTAS FUNGSI

-32-

CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
SMD - 03.07 Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana

SETDA

DPPKBP3A @
KECAMATAN —>
DISKOMINFO

BAPPPPEDA

BKAD

Perencanaan

Pengadaan
Barang dan
Jasa s
Monitoring Terpenuhinya PUS yang
dan Evaluasi > ingin ber-KB tidak —p
Hasil terpenuhi
Pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program A 4
KKBPK Pelaksanaan

A 4

Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi




-33-

Keterangan :
CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

SMD - 03.07 Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana

NO PE§:§§AI§{AT AKTIVITAS
1. SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan

2. DPPKBP3A Penanggung Jawab

3. KECAMATAN Fasilitator

4. DISKOMINFO Dukungan Teknologi Informasi

5. BAPPPPEDA Perencanaan

0. BKAD Fasilitasi Anggaran




SMD. 01

Peningkatan Derajat
Kesehatan Masyarakat

SMD. 02

Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan
Pendidikan
SMD. 04 SMD. 10
Peningkatan Peningkatan
Pengarusuatamaan Ketahanan Daerah
Gender dan
Perlindungan Anak

A

-34-

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 04
Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan
Perlindungan Anak

v

SMD. 04.01 SMD. 04.02
Peningkatan Peningkatan
Perlindungan Gender Dan
Perempuan Pemberdayaan
Perempuan
SMD. 04.03 SMD. 04.04
Peningkatan Peningkatan -
Kualitas Keluarga Pemenuhan Hak
Anak (PHA)
SMD. 04.05 SMD. 04.06
Peningkatan Peningkatan
Perlindungan Pemberdayaan
Khusus Anak Dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera
(KS)

A 4

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD.16

Peningkatan
Efektivitas dan
Efisiensi Kinerja

Daerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan




-35-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

SMD - 04.01 Peningkatan Perlindungan Perempuan

Terfasilitasinya dan
terpenuhinya Hak -hak

DPPKBP3A — Pemberian e _>
Perlindungan
Hukum Kepada =
Perempuan
\ 4
SETDA A il
BAPPPPEDA Koordinasi
Perencanaan Evaluasi

BKAD A
INSPEKTORAT
DAERAH

Sosialisasi
SELURUH PD




Keterangan :

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

SMD - 04.01 Peningkatan Perlindungan Perempuan

-36-

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS

1. | DPPKBP3A Penanggung Jawab

2. | SETDA Perumusan Kebijakan

3. | DINSOS Data Sosial Kemasyarakatan

4. | KECAMATAN Fasilitator dan Koordinator Wilayah

5. | BKAD Perencanaan Anggaran
INSPEKTORAT .

6. DAERAH Perencanaan dan Evaluasi

7. | BAPPPPEDA Perencanaan




-37-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
SMD - 04.02 Peningkatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanan

Meningkatnya Kapasitas
dan Peran serta Gender

DPPKBP3A . Gender Analysis
Mulai Pathway (GAP) dan Perempuan dalam |
7'y Pembangunan
Gender Buget
BAPPPPEDA ,—P Stamement il
Perencanan
BKAD dan
Penyusunan
Roadmap .
Pemberdayaan Evaluasi
Gender dan
SETDA Perempuan
INSPEKTORAT
DAERAH
Penyusunan Peningkatan Kapasitas
SELURUH PD > PPRG > dan pemberdayaan

Gender dan Perempuan




Keterangan :
CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
SMD - 04.02 Peningkatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

-38-

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DPPKBP3A Penanggung Jawab
2. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
3. | BKAD Perencanaan Penganggaran
4. | SETDA Perumusan Kebijakan
INSPEKTORAT .
5. DAERAL Evaluasi Pembangunan
6. | SELURUH PD Pelaksana




-39-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
SMD - 04.03 Peningkatan Kualitas Keluarga

DPPKBP3A

Meningkatnya Kapasitas
dan kualitas Kader dan
ekonomi keluarga

SETDA

BAPPPPEDA

Perencanaan

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

Evaluasi

DKPP

A 4

KECAMATAN

Pembinaan
Peningkatan Ekonomi
Keluarga

Pelaksanaan Pembinaan
| Keluarga dan Kader




Keterangan :
CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
SMD - 04.03 Peningkatan Kualitas Keluarga

-40 -

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS

1. | DPPKBP3A Penanggung Jawab

2. | SETDA Perumusan Kebijakan

3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. | BKAD Perencanaan Anggaran
INSPEKTORAT . . .

S. DAERAH Verifikasi dan Evaluasi

6. | DKPP Fasilitasi dan Pelaksanaan Pembinaan Ekonomi Keluarga melalui UMKM

7. | KECAMATAN Fasilitasi Kader KB dan KS dan Pra KS




-41-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
SMD - 04.04 Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Terpenuhinya Hak Anak

DPPKBP3A
Cotai ) 5
SETDA v
BAPPPPEDA
Perencanaan Evaluasi
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
Pendataan anak
DINSOS > terlantar
Pendataan Kualitas Fasilitasi
DINKES > Kesehatan Anak > perlindungan
anak dan
pemenuhan hak
Pendataan anak P lanak atgs
DISDIK > Putus Sekolah clayanan Lasar




-42 -

KECAMATAN

Keterangan :

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
SMD - 04.04 Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)

NO PE])R:};V;}AI;AT AKTIVITAS
1. | DPPKBP3A Penanggung Jawab

2. | SETDA Perumusan Kebijakan

3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. | BKAD Perencanaan Anggaran

S. gv;ggi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi

6. | DINSOS Pendataan Anak Terlantar

7. | DINKES Pendataan Kesehatan Anak

8. | DISDIK Pendataan Anak Putus Sekolah

9. | KECAMATAN Fasilitator Wilayah




PETA LINTAS FUNGSI

-43 -

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
SMD - 04.05 Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

DPPKBP3A

SETDA

DINSOS

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

BAPPPPEDA

Perencanaan

Pemberian
Perlindungan
Kepada Anak

A 4

Meningkatnya
Perlindungan terhadap
Anak

\4

Koordinasi

A




Keterangan :
CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
SMD - 04.05 Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

-44 -

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DPPKBP3A Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | DINSOS Dukungan Data Sosial
4. | BKAD Perencanaan Anggaran

INSPEKTORAT s .
S. DAERAH Verifikasi dan Evaluasi
6. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan




-45-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
SMD - 04.06 Peningkatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

DPPKBP3A

SETDA

DINSOS

KECAMATAN

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

BAPPPPEDA

Perencanaan

Koordinasi

Evaluasi 4|

Meningkatnya Jumlah
Kleuarga Sejahtera di
Kabupaten Sumedang

\4

Sosialisasi dan
Pemberdayaan
Keluarga Pra Sejahtera




Keterangan :

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

-46 -

SMD - 04.06 Peningkatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DPPKBP3A Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | DINSOS Dukungan Data Bantuan Sosial
4. | KECAMATAN Fasilitasi Program
5. | BKAD Perencanaan Anggaran
INSPEKTORAT ey .
6. DAERAH Verifikasi dan Evaluasi
7. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan




SMD. 01

Peningkatan Derajat

SMD. 02

Peningkatan Kualitas

Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan
Pendidikan
SMD. 04 SMD. 10
Peningkatan Peningkatan
Pengarusuatamaan Ketahanan Daerah
Gender dan
Perlindungan Anak

-47 -

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 05
Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan
Umat Beragama

A

\4

SMD. 05.01

Penguatan Ideologi
Pancasila Dan

SMD. 05.02

Peningkatan Peran
Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan

\ 4

Karakt
K bara et Melalui Pendidikan
ebangsaan Politik Dan
Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
SMD. 05.03 SMD. 05.04
Peningkatan Pembinaan Dan
Pemberdayaan Dan Pengembangan
Pengawasan Ketahanan Ekonomi,
Organisasi Sosial, Dan Budaya
Kemasyarakatan
SMD. 05.05 SMD. 05.06
Peninglkatan Peningkatan
Kewaspadaan Ketenteraman Dan

Nasional Dan
Peningkatan Kualitas
Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial

Ketertiban Umum

A

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD.16

Peningkatan Efektivitas
dan Efisiensi Kinerja
Daerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan




PETA LINTAS FUNGSI

-48 -

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.01 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

SETDA

Mulai Meningkatnya
BANKESBANGPOL Pemahaman Ideologi

Pancasila dan Karakter
Kebangsaaan
Evaluasi
BAPPPPEDA
> Perencanaan
INSPEKTORAT
DAERAH
A
BKAD
Pelaksanaan Sosialiasasi

KECAMATAN dan Pembinaan Penguatan

Ideologi Pancasila




Keterangan :
CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.01 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

-49-

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Evaluasi Kinerja
2. | BANKESBANGPOL | Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan
4. | BKAD Fasilitasi Anggaran
S. | KECAMATAN Fasilitator tk. Wilayah
6. | DISKOMINFO Dukungan Sistem Informasi
7. INSPEKTORAT Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja

DAERAH




-50-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD — 05.02 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

. Pelaksanaan Pendidikan i\{/ljn:slizztgzs Selesai
BANKESBANGPOL Mulai » dan Pengembangan Parpol p . . . —> clesal
L Fartisipasi Partai
dan Lembaga Pendidikan i
Politik
A A
SETDA L 4
Perencanaan
—,.
BAPPPPEDA
Evaluasi
BKAD
Verifikasi Bantuan
Keuangan
INSPEKTORAT
DAERAH .
Pengolahan data
>
SETWAN Anggota Parpol
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Keterangan :
CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.02 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS

1. | BANKESBANGPOL | Penanggung Jawab

2. | BAPPPPEDA Perencanaan

3. g\fgggom’r Verifikasi, Pengawasan dan Evaluasi

4. | BKAD Verifikasi Bantuan dan Dukungan Anggaran
5. | SETWAN Data Anggota DPRD

6. | SETDA Evaluasi Kinerja

7. | DISKOMINFO Sistem Informasi




-52-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.03 Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

SETDA
Pelaksanaan Evaluasi Meningkatnya Partisifasi
BANKESBANGPOL »| dan Tindak Ormas dalam >
S GPO A Pengawasan Lanjut Pembangunan
Pengolahan
Data
KECAMATAN 4
Perencanaan
BAPPPPEDA
BKAD
INSPEKTORAT

DAERAH




Keterangan :
CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.03 Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

-53-

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Evaluasi Kinerja

2. | BANKESBANGPOL | Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan

4. | BKAD Fasilitasi Anggaran

S. | KECAMATAN Fasilitator tk. Wilayah

0. INSPEKTORAT Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja

DAERAH




CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.04 Peningkatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

-54-

PETA LINTAS FUNGSI

SETDA Penyusunan Evaluasi dan
Kebijakan Tindak Lanjut
\ 4
A Meningkatnya
BANKESBANGPOL . . Kondusifitas
Verifikasi
Daerah
> Bantuan
Hibah
BKAD Perencanaan
BAPPPPEDA
INSPEKTORAT
DAERAH
Pembinaan dan
SEMUA SKPD - Pengembangan
” Ketahanan

DAN KECAMATAN

Ekonomi, Sosial




-55.-

Keterangan :
CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.04 Peningkatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS

1. | SETDA Penyusunan Kebijakan

2. | BANKESBANGPOL | Penanggung Jawab

3. | BKAD Virifikasi Bantuan Hibah
4. | BAPPPPEDA Perencanaan
5 SEMUA SKPD p rt
" | DAN KECAMATAN | - co¢rta
6. | DISKOMINFO Dkungan TI
7. INSPERTORAT Pengawasan dan Pembinaan

DAERAH




-56-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

SETDA
Rakor Penanganan — Eva}lly?is an Meningkatnya
. in : Selesai
BANKESBANGPOL @ Konflik Sosial Langut L Kondusifitas =7
Pengolahan
data, analisis,
BKAD »| Perencanaan
BAPPPPEDA
v
SATPOLPP Pelaksanaan
Pengamanan ATHG HHB
DISHUB
Pelaksanaan ATHG
DPMD PITKADES
DISNAKERTRANS Y
Pelaksanaan
Pemantauan Orang
SEMUA SKPD Asing
DAN KECAMATAN




-57-

Keterangan :
CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS

1. | SETDA Evaluasi

2. | BANKESBANGPOL | Penanggung Jawab

3. | BKAD Dukungan Anggaran

4. | BAPPPPEDA Perencanaan

5. | SATPOLPP Pengamanan ATHG HHB

6. | DISHUB Pengamanan ATHG HHB

7. | DPMD Penyelenggaraan PILKADES

8. | DISNAKERTRANS | Pemantauan Orang Asing

9 SEMUA SKPD p ¢ o Asi
| DAN KECAMATAN emantauan Orang Asing




-58 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.06 Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Pengelolaan Penegakan Perda Terwujudnya Kete
SATPOLPP Data »  dan Penyelesaian > traman dan
Pelanggaran K3 Ketertiban
A A
SETDA
Perencanaan

BAPPPPEDA
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH

Peningkatan

Kualitas dan

Satlinmas

SELURUH PD

\ 4

Sosialisasi Perda




Keterangan :
CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama
SMD - 05.06 Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

-59.-

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SATPOLPP Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan dan Pengesahan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
S. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi Program
6. | KECAMATAN Fasilitasi kewilayahan
7. | SELURUH PD Peserta




SMD. 07 SMD. 08
Peningkatan Peningkatan
Pertumbuhan Pemajuan
Ekonomi Melalui Kebudayaan dan
Pengembangan Pengembangan
Agribisnis Destinasi Wisata
sebagai Daya Tarik
Pariwisata
SMD. 09 SMD. 12

Peningkatan Kualitas
Insfrastruktur Sebagai
Penunjang
Perekonomian

Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

-60-

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 06
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

melalui Pengembangan Kawasan Industri

\4

SMD. 13

Peningkatan
Kompetensi dan
Produktivitas
Masyarakat

A

SMD. 06.03 SMD. 06.04
Peningkatan Peningkatan
Perencanaan Dan Pengendalian Izin
Pembangunan Usaha Industri

Industri Kabupaten/Kota
SMD. 06.05 SMD. 06.06
Peningkatan Peningkatan

Pengelolaan Sistem Perizinan Dan
Informasi Industri Pendaftaran

Periisahaan

Nasional
SMD. 06.07 SMD. 06.08

Peningkatan Sarana

Peningkatan

A 4

Distribusi Pelayanan Izin
Perdagangan Usaha Simpan
Pinjam
SMD. 06.09 SMD. 06.10
Peningkatan Peningkatan
Pengawasan dan Penilaian Kesehatan
Pemeriksaaan KSP/USP Koperasi

Koperasi

A

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD.16

Peningkatan Efektivitas
dan Efisiensi Kinerja
Daerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan




-61-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

SMD - 06.01 Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri

SETDA
Proses
Pengadaan
Barang Jasa Evaluasi Meningkatnya
4 persentaseu
. A | > pembangunan —>
DKPP @ kawasan industri
Proses sesuai dengan
Pengolahan Pl)’engadjan perencanaan
| Data Kawasan arang Jasa
Industri 4
KECAMATAN ]
Perencanaan [ |
/
BAPPPPEDA R
Penerbitan Ijin
DPMPTSP Pembangunan
Industri
DPPP
BKAD
DLHK




-62-

Keterangan :
CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri
SMD - 06.01 Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri

NO PE§AAI§T§AI§IAT AKTIVITAS
1. | SETDA Penyusunan Kebijakan

2. | DKPP Penanggung Jawab

3. | KECAMATAN Fasilitator tk. Wilayah

4. | BAPPPPEDA Perencanaan

5. | DPMPTSP Penerbitan Perizinan

6. | DPPP Data Industri

7. | BKAD Dukungan Anggaran

8. | DLHK Data Lingkungan

9. | BKAD Dukungan Anggaran




-63-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

SMD - 06.02 Peningkatan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Tercapainya
Mulai ,—> Sinkronisasi data penerbiitan IUI, IPUI,
DKPP industri dan IUKI dan IPKI
rekomendasi izin
A A
SETDA
> Perencanaan
BAPPPPEDA
BKAD
DPPP
Penerbitan Izin

DPMPTSP

Usaha Industri

KECAMATAN

Rekomendasi
izin




-64 -

Keterangan :
CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

SMD - 06.02 Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri

NO PE§:§§AI§-IAT AKTIVITAS
1. DKPP Penanggung Jawab

2. SETDA Perumusan Kebijakan

3. BAPPPPEDA Perencanaan

4. BKAD Dukungan Anggaran

S. DPPP Data penduduk

0. DPMPTSP Penerbitan Perijinan

7. KECAMATAN Fasilitator tk. Wilayah




-65-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri
SMD - 06.03 Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sinkronisasi data

Jumlah Pengelolaan

Mulai ,—> industri Kabupaten o Sistem Informasi
DKPP Q dengan Nasional Industri Nasional
A
BAPPPPEDA » Perencanaan
BKAD
DPMPTSP

KECAMATAN

Pengelolaan Izin
Usaha Industri

Kabupaten




-66 -

Keterangan :
CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri
SMD - 06.03 Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri

NO PE§:§§AI§-IAT AKTIVITAS
1. | DKPP Penanggung Jawab
2. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
3. | BKAD Dukungan Anggaran
4. | DPMPTSP Penerbitan Perizinan
5. | KECAMATAN Rekomendasi Izin Usaha




-67-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri
SMD - 06.04 Peningkatan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Data Perusahaan yang

Jumlah Rekomendasi

DKPP ,—V sudah memiliki izin dan — Izin Perusahaan
belum memiliki izin
A
BAPPPPEDA »| Perencanaan
BKAD
DPMPTSP

Pengelolaan Izin
Perusahaan

KECAMATAN




-68 -

Keterangan :
CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri
SMD - 06.04 Peningkatan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

NO PE§:§§AI§-IAT AKTIVITAS
1. | DKPP Penanggung Jawab
2. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
3. | BKAD Dukungan Anggaran
4. | DPMPTSP Penerbitan Perizinan
5. | KECAMATAN Rekomendasi Izin Usaha




PETA LINTAS FUNGSI

-69 -

CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri
SMD - 06.05 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Publikasi hasil

Data Sarana Peningkatan Sarana Pei‘i]rilgiistlan evaluasi
: ’—V Distribusi istribusi /
DKPP Mulai perd istribusi > Distribusi > Sarana Peningkatan -,
alil‘ aiangallz yling Perdagangan Distribusi Sarana Distribusi
iti t
an citingxatxan Perdagangan Perdagangan
A
BAPPPPEDA
Perencanaan
BKAD >
SETDA
BAPENDA
SATPOL PP
Pengelolaan Izin
dan bantuan
DPMPTSP pelaksanaan
peningkatan
sarana distribusi
erdagangan
PUPR perdagane

DISHUB




-70-

Keterangan :
CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

SMD - 06.05 Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

NO PE;X-\;\T;?:;AT AKTIVITAS
1. DKPP Penanggung Jawab

2. BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

3. BKAD Dukungan Anggaran dan Pengelolaan BMD

4. SETDA Dukungan Pengelolaan BMD dan Dasar Hukum

S. BAPENDA Dukungan Pengelolaan Pendapatan Daerah dari BMD

6. SATPOL PP Dukungan Pengamanan Massa

7. DPMPTSP Dukungan Perizinan

8. PUPR Dukungan Tata Bangunan

9. Dishub Dukungan Penertiban Jalan




-71-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri
SMD - 06.06 Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Rekomendasi Pelayanan Izin

Jumlah Rekomendasi
Izin Usaha Simpan

Usaha Simpan Pinjam
DKPP » P j M
A
BAPPPPEDA »| Perencanaan
BKAD
\ 4
DPMPTSP Pengelolaan Izin

Usaha Simpan

Pinjam

KECAMATAN




-72-

Keterangan :
CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri
SMD - 06.06 Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

NO PE§:§§AI§-IAT AKTIVITAS
1. | DKPP Penanggung Jawab

2. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

3. | BKAD Dukungan Anggaran

4. | DPMPTSP Penerbitan Perizinan

5. | KECAMATAN Rekomendasi Izin Usaha




-73-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

SMD - 06.07 Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi

DKPP

BAPPPPEDA

A 4

BKAD

Perencanaan

Sinkronisasi Kekuatan, Kesehatan
Kemandirian dan Akuntabilitas
Koperasi

A

A 4

Jumlah Koperasi yang
terevaluasi




-74 -

Keterangan :
CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

SMD - 06.07 Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. DKPP Penanggung Jawab
2. BAPPPPEDA Perencanaan
3. BKAD Dukungan Anggaran




-75-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

SMD - 06.08 Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

DKPP

BAPPPPEDA

A 4

BKAD

Perencanaan

Periksaan Kesehatan
Koperasi

Evaluasi Hasil

Pemeriksaaan

A\ 4

Publikasi Hasil,
Pemberian
Reward,




-76-

Keterangan :
CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

SMD - 06.08 Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. DKPP Penanggung Jawab
2. BAPPPPEDA Perencanaan
3. BKAD Dukungan Anggaran




-77 -

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 09

Peningkatan Kualitas
Insfrastruktur Sebagai
Penunjang
Perekonomian

SMD. 07
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Melalui Pengembangan Agribisnis

SMD. 12

Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

SMD. 07.01

Peningkatan
Penyediaan Dan
Pengembangan
Sarana Pertanian

SMD. 07.02

Peningkatan
Penyediaan Dan
Pengembangan
Prasarana Pertanian

SMD. 13

Peningkatan
Kompetensi dan
Produktivitas
Masyarakat

SMD. 07.03 SMD. 07.04
Peningkatan Peningkatan
Perizinan Usaha Penyuluhan
Pertanian Pertanian
SMD. 07.05 SMD. 07.06
Peningkatan Peningkatan
Pengelolaan Pengolahan Dan

Perikanan Budidaya

Pemasaran Hasil
Perikanan

A

A 4

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD.16

Peningkatan
Efektivitas dan
Efisiensi Kinerja

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan




-78 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis

SMD - 07.01 Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

SETDA

DPP

BAPPPPEDA

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

KECAMATAN

UPTD

Koordinasi
dan
Perencana
an

A\ 4

pengadaan
Barang/Jasa

Proses

Analisa usaha
tani, Pengelolaan
Data Informasi

Penyaluran
barang/jasa

A 4

A

Bimtek sarana
produksi
pertanian

—

Pengelolaan
Sarana
Pertanian &
Sumber Daya
Genetik

Tersedianya
sarana
pertanian

@




Keterangan :
CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis
SMD - 07.01 Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

-79-

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perencanaan, Verifikasi pengadaan barang jasa dan monitoring
2. | DPP Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Penganggaran
5 INSPEKTORAT Pen n
- | DAERAH engawasa
6. | KECAMATAN Koordinator dan Fasilitator wilayah
7. | UPTD Supervisi dan tenaga operasional




-80-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis
SMD - 07.02 Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

SETDA Proses
pengadaan
Barang/Jasa _I

A 4

@ Analisa , Penyaluran Pengelolaan Prasarana Tersedianya
DPP Pengelolaan Data barang/jasa Pertanian —> prsarana
Informasi pertanian
7\

Koordinasi

dan
Perencana
an

BAPPPPEDA

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

KECAMATAN

UPTD




Keterangan :
CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis
SMD - 07.02 Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

-81-

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perencanaan, Verifikasi pengadaan barang jasa dan monitoring
2. | DPP Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Penganggaran
5 INSPEKTORAT p
- | DAERAH engawasan
6. | KECAMATAN Koordinator dan Fasilitator wilayah
7. | UPTD Supervisi dan tenaga operasional




CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis
SMD - 07.03 Peningkatan Perizinan Usaha Pertanian

-82-

PETA LINTAS FUNGSI

) Verifikasi Meningkatnya Pengusaha
DPP Mulai pengajuan Perikanan yang mendapatkan
Izin perijinan
SETDA Perencanaan
BAPPPPEDA
BKAD
4
Penerbitan
DPMPTSP Izinan
\ 4
Sosialisasi . Us.ullan
» Perizinan

KECAMATAN




Keterangan :
CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis
SMD - 07.03 Peningkatan Perizinan Usaha Pertanian

-83-

NO PE§:§§AI§-IAT AKTIVITAS
1. | DPP Penanggungjawab

2. | SETDA Perumusan Kebijakan

3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. | BKAD Perencanaan Anggaran

5. | DPMPTSP Peneribitan Perizinan

6. | KECAMATAN Fasilitasi Pengajuan Perizinan




CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis
SMD - 07.04 Peningkatan Penyuluhan Pertanian

-84 -

PETA LINTAS FUNGSI

DPP

SETDA

BAPPPPEDA

v

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

Perencanaan

Pengolahan Data

Peningkatan

—»| Kapasitas Penyuluh

Pertanian

Meningkatnya
Produksi Pertanian

KECAMATAN

UPTD
PERTANIAN

Pendataan

KUT/KWT

\ 4

Pelaksanaan
Penyuluhan,
Pembinaan Pertanian

Monitoring dan
evaluasi




-85-

Keterangan :
CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis
SMD - 07.04 Peningkatan Penyuluhan Pertanian

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DPP Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
INSPEKTORAT ey .
5. DAERAH Verifikasi dan Evaluasi
6. | KECAMATAN Fasilitator wilayah
UPTD .
7. PERTANIAN Koordinator Lapangan




-86-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis

SMD - 07.05 Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pengolahan Pengelolaan Sarana Penyaluran Meningkatnya
DPP Mulai Data > Prasarana » Bantuan Prasana, Produksi
Budidaya Bibit Perikanan
Pembibitan
A 7y
SETDA
Perencanaan
BAPPPPEDA >
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
Monitoing dan
DKPP evaluasi stabilisasi
Harga Pakan
KECAMATAN
Pembinaan
= Kelompok
" Budidaya
UPTD Perikanan




Keterangan :
CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis
SMD - 07.05 Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya

-87-

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DPP Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
5. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi
6. | DKPP Dukungan Data Harga Pakan, dan Prasarana
7. | KECAMATAN Fasilitator wilayah
8. | UPTD Koordinator Lapangan




PETA LINTAS FUNGSI

-88-

CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis
SMD - 07.06 Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pengolahan Menir}gkatnya
DPP Mulai Data Ekonomi Kelompok
Budidaya Perikanan
A Proses Pengadaan
Barang Jasa
Monev
SETDA dan
tindak
Lanjut
Perencanaan
BAPPPPEDA > 4
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
Stabilisasi Harga
DKPP Pasar v .
Fasilitasi
Pemasaran hasil
Pembinaan dan Produksi
Pelatihan A
KECAMATAN

UPTD

pengolahan hasil
budidaya Perikanan




Keterangan :
CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis
SMD - 07.06 Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

-89-

NO PE&:I;\E}AI?{AT AKTIVITAS
1. | DPP Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
5. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi
6. | DKPP FAsilitasi Pemasaran dan Pembinaan Usaha
7. | KECAMATAN Fasilitator wilayah
8. | UPTD Koordinator Lapangan




-90-

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 08
Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan
Pengembangan Desnitasi Wisata sebagai
Dava Tarik Pariwisata

SMD. 06 SMD. 07
Peningkatan Peningkatan
Pertumbuhan Pertumbuhan

Ekonomi Melalui Ekonomi Melalui
Pengembangan Pengembangan
Kawasan Industri Agribisnis
SMD. 09 SMD. 12

Peningkatan Kualitas
Insfrastruktur Sebagai
Penunjang
Perekonomian

Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

SMD. 13

Peningkatan
Kompetensi dan
Produktivitas
Masyarakat

A 4

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD. 08.01 SMD. 08.02
Peningkatan Peningkatan
Pengembangan Pengembangan
Kebudayaan Kesenian Tradisional
SMD. 08.03 SMD. 08.04
Peningkatan Peningkatan
Pelestarian Dan Pengelolaan
Pengelolaan Cagar Permuseuman
Budaya
SMD. 08.05 SMD. 08.06
Peningkatan Daya Peningkatan
Tarik Destinasi Pemasaran
Pariwisata Pariwisata

A

SMD.16

Peningkatan
Efektivitas dan
Efisiensi Kinerja
Daerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
SMD - 08.01 Peningkatan Pengembangan Kebudayaan

SETDA
Perlindungan Pembinaan dan Evaluasi Mlejningkfltnya
valuasi ersentase
DPOKP Pengolahan (Pendata.l'an, > Pengembangan > OPK yang
. »  Pengakajian, > OPK " .
data, analisis, dikembangka
Perencanaan Penetapan OPK) ‘r "
BAPPPPEDA
BKAD Dukungan Anggaran
Penerbitan
DPMPTSP Perizinan
Usulan
KECAMATAN Pengkajian OPK
INSPEKTORAT

DAERAH

Pengawasan
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Keterangan :
CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
SMD - 08.01 Peningkatan Pengembangan Kebudayaan

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Penyusunan Kebijakan

2. | DPOKP Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan

4. | BKAD Pendukung Anggaran

5. | DPMPTSP Perijinan

6. | KECAMATAN Pengusulan OPK

7 INSPEKTORAT Pensawasan

" | DAERAH &
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
SMD - 08.02 Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional

SETDA
Meningkatnya
Pembinaan dan Persentase
DPOKP Pengolahan »| Pengembangan »| Evaluasi > Kesenian yang
data, analisis, Kesenian dikembangkan
Perencanaan Daerah
BAPPPPEDA
Dukungan Anggaran
BKAD
INSPEKTORAT Pengawasan

DAERAH
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Keterangan :
CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata

SMD - 08.02 Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Evaluasi
2. | DPOKP Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan
4. | BKAD Dukungan Anggaran
5 INSPEKTORAT Peneawasan
' | DAERAH &
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
SMD - 08.03 Peningkatan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

SETDA
Perlindungan Pelestarian dan
. (Pendataan, cestanan -
DPOKP @ Pengakajian, »|  Pengelolaan >
Penetapan ) Cagar Budaya
Pengolahan
data, analisis,
»| Perencanaan
BAPPPPEDA
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
Usulan Pengkajian
KECAMATAN

Cagar Budaya

Evaluasi

\4

Meningkatnya
Persentase
Cagar Budaya
yang

dikembanokan
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Keterangan :
CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
SMD - 08.03 Peningkatan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Evaluasi Kinerja

2. | DPOKP Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan

4. | BKAD Dukungan Anggaran

5. | KECAMATAN Pengusulan

6 INSPEKTORAT Peneawasan

' | DAERAH &
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
SMD - 08.04 Peningkatan Pengelolaan Permuseuman

SETDA

DPOKP @
BAPPPPEDA

BKAD

INSPEKTORAT

DAERAH

Pengolahan
data, analisis,
Perencanaan

Perlindungan
(Pendataan,
Pengakajian,
Penetapan )

Pelaksanaan
Pengelolaan
Museum

A 4

Evaluasi

Meningkatnya
Jumlah
Kunjungan ke
Museum
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Keterangan :
CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata

SMD - 08.04 Peningkatan Pengelolaan Permuseuman

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Evaluasi Kinerja

2. | DPOKP Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan

4. | BKAD Dukungan Anggaran

5 INSPEKTORAT Peneawasan

' | DAERAH &
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
SMD - 08.05 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

SETDA Penyusunan
Kebijakan
Pelaksanaan Monev Meningkatnya
. A Pengelolaan R dan _| Jumlah Destinasi
DPOKP Mulai Kawasan v Pengaw g Wisata Yang di
Strategis asan Kembangkan
Pendataan,
Pengolahan
BAPPPPEDA > data,
analisis,
Perencanaan
DPMPTSP
DPUPR
KECAMATAN
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
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Keterangan :
CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
SMD - 08.05 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

NO PE§:§§AI§{AT AKTIVITAS
1. | SETDA Penyusunan Kebijakan
2. | DPOKP Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan
4. | DPMPTSP Perizinan
5. | DPUPR Perencanaan Insfrastruktur
6. | KECAMATAN Fasilitasi Kewilayahan
7. | BKAD Dukungan Anggaran
8. INSPEKTORAT Pengawasan
DAERAH
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
SMD - 08.06 Peningkatan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan Fasilitasi dan Promosi Meningkatnya Jumlah
DPOKP Mulai melalui event, media cetak/elektronik, Destinasi Wisata Yang |
peyediaan Data dan Informasi ] di Promosikan
A A
SETDA »| Evaluasi

Pendataan,
BAPPPPEDA Pengolahan
data, analisis,
Perencanaan
BKAD
DISKOMINFO
INSPEKTORAT

DAERAH




-102 -

Keterangan :
CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
SMD - 08.06 Peningkatan Pemasaran Pariwisata

NO PE§:§§AI§_IAT AKTIVITAS
1. | DPOKP Penanggung Jawab

2. | BAPPPPEDA Perencanaan

3. | BKAD Dukungan Anggaran

4. | DISKOMINFO Sistem Informasi

S. g\liggi{I:II‘ORAT Pengawasan dan Pembinaan




SMD. 07

Peningkatan
Pertumbuhan
Ekonomi Melalui
Pengembangan
Agribisnis

-103 -

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 09
Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang
Perekonomian
SMD. 09.01 SMD. 09.02 SMD. 09.03
Peningkatan Peningkatan Peningkatan
Pengelolaan Dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber
Daya Air (SDA)

Pengembangan Sistem

Permukiman

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD. 12

Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

A

A 4

Drainase

SMD. 09.04 SMD. 09.05 SMD. 09.06

Peningkatan Penataan Peningkatan Penataan Peningkatan
Bangunan Gedung Bangunan Dan Penyelenggaraan
Lingkungannya Jalan

SMD. 09.07 SMD. 09.08 SMD. 09.09

Peningkatan Peningkatan b Peninghkat‘"’:in
Pengembangan Jasa Penyelenggaraan erumahnan can

Konstruksi

Penataan Ruang

Kawasan Permukiman
Kumuh

SMD.16

Peningkatan
Efektivitas dan
Efisiensi Kinerja
Daerah

SMD. 09.10
Peningkatan
Peningkatan Prasarana,
Sarana Dan Utilitas
Umum (PSU)

SMD. 09.11
Peningkatan
Penyelenggaraan Lalu
Lintas Dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan




CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.01 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

-104 -

PETA LINTAS FUNGSI

SETDA

DPUTR

BAPPPPEDA

BKAD

Y

INSPEKTORAT
DAERAH

KECAMATAN

Pengolahan ,
Analisis Data
dan
Perencanaan

Perumusan
Kebijakan

Evaluasi
dan
Tindak
Lanjut

3

v

Jaringan Irigasi

dalam Kondisi

Proses
Pengadaan
Barang dan —
Jasa l
Pelaksanaan
N Pekerjaan

Baik

4’@




Keterangan :
CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.01 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

-105 -

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2. | DPUTR Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan
4. | BKAD Dukungan Anggaran
5 INSPEKTORAT Pensawasan
' | DAERAH &
6. | KECAMATAN Fasilitator tk. Wilayah
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian

SMD - 09.02 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

SETDA

DPUTR

BAPPPPEDA

BKAD

Y

INSPEKTORAT
DAERAH

KECAMATAN

Pengolahan ,
Analisis Data
dan
Perencanaan

Proses Evaluasi
Perumusan Pengadaan dan
Kebijakan »  Barang dan Tindak
Jasa v - :
Lanjut Drainase
yy Pelaksanaan Lingkungan
Pekerjaan  Kordisi Selesai
vy dalam Kondisi
Baik
Pengawasan




Keterangan :
CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.02 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

-107 -

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS

1. | SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan

2. | DPUTR Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan

4. | BKAD Dukungan Anggaran

5 INSPEKTORAT Pengawasan, evaluasi
" | DAERAH g ’

6. | KECAMATAN Fasilitator Kewilayahan
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian

SMD - 09.03 Peningkatan Pengembangan Permukiman

Proses
SETDA Pengadaan |
Barang
Jasa
Perumusan Pembahasan v
. dan , analisa
DPPP Mulai Penyusunan data dan Pelaksanaan
Kebijakan juknis Pembangunan
A
BAPPPPEDA
"| Perencanaan
INSPEKTORAT
DAERAH

BKAD

Monitoring
dan
Evaluasi

Meningkatnya PSU
di Lingkungan
Perumahan/
Permukiman

@




Keterangan :
CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.03 Peningkatan Pengembangan Permukiman

-109 -

NO PE&:I;\TI:}AI?{AT AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2. | DPPP Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. gfgngTORAT Verifikasi dan evaluasi
5. BKAD Perencanaan Penganggaran




-110 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.04 Peningkatan Penataan Bangunan Gedung

Proses
SETDA » Pengadaan
Barang
Jasa
Perumusan Pembahasan Penerbitan v Terfasilitasinya
dan analisa _ IMB dan Penerbitan IMB, SLF,
DPPP Mulai Penyusunan data dan | Sertifikat Laik ,| Monitoring f:lan | (dan 1’I‘e;lrcapaunnya
Kebijakan ukni Funosi Evaluasi Jumlah Bangunan
Ju S ungs Gedung yg di Bangun
A
A

BAPPPPEDA
BKAD » Perencanaan
INSPEKTORAT
DAERAH
SATPOLPP

Penelitian,
PUPR Pembahsaan dan

Rekomendasi Tim

terkait Ijin
DISHUB Mendirikan

Bangunan
DINKES 7'y
KECAMATAN Usulan Penerbitan IMB |




Keterangan :
CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.04 Peningkatan Penataan Bangunan Gedung

-111-

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Fasilitasi Pengadaan Barang Jasa
2. | DPPP Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan
4. BKAD Dukungan Anggaran dan Fasilitasi Pencairan Anggaran
5 INSPEKTORAT P

- | DAERAH engawasan
6. | POLPP Penelitian, Pembahasan dan Rekomendasi Tim terkait Persetujuan Bangunan Gedung
7 | pPUPR Penelitian, Pembahsan dan Rekomendasi Tim terkait Persetujuan Bangunan Gedung
3. | DISHUB Penelitian, Pembahsan dan Rekomendasi Tim terkait Persetujuan Bangunan Gedung
9 | DINKES Penelitian, Pembahsan dan Rekomendasi Tim terkait Persetujuan Bangunan Gedung
10. | KECAMATAN Rekomendasi Usulan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.05 Peningkatan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Proses
SETDA Pengadaan
Barang
Jasa
Perumusan Pembahasan Tertatanya
. dan , analisa Bangunan dan Selesai
DPPP @ Penyusunan data dan Pelaksanaan > Monitoring .dan N Lingkunganya elesai
Kebijakan juknis Pembangunan Evaluasi
y
A
BAPPPPEDA
> Perencanaan
BKAD
INSPEKTORAT Pengawasan
DAERAH




Keterangan :
CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.05 Peningkatan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

-113 -

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan

2. | DPPP Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan

4. BKAD Fasilitasi Pencairan Bantuan

INSPEKTORAT
5. Pengawasan

DAERAH




-114-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.06 Peningkatan Penyelenggaraan Jalan

SETDA

DPUTR

BAPPPPEDA

BKAD

A 4

DISHUB

INSPEKTORAT
DAERAH

KECAMATAN

Pengolahan ,
Analisis Data
dan
Perencanaan

Proses 1 .
Perumusan Pengadaan Evaluasi
Kebijakan Barang dan 1 dan

Jasa v Tindak —
5 Pelaksanasn Lanjut B
Pekerjaan .y yans Selesai
A Baik dan Sedang
Pengawasan




Keterangan :
CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.06 Peningkatan Penyelenggaraan Jalan

-115-

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan

2. | DPUTR Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan

4. | BKAD Dukungan Anggaran

5. | DISHUB Data Jalan

6 INSPEKTORAT Pengawasan, evaluasi

" | DAERAH & ’
7. | KECAMATAN Fasilitator Kewilayahan




-116 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian

SMD - 09.07 Peningkatan Pengembangan Jasa Konstruksi

SETDA

DPUTR

Perumusan
Kebijakan

A 4

\ 4

A

—

DINAS TEKNIS

A 4

BAPPPPEDA

BKAD

Penyelengaraan
Pelatihan
tenaga Terampil
Konstruksi

Penyelengaraan
Sistem
Informasi Jasa
Konstruksi

Perencanaan

Pengawasan

Tertib Usaha

Penyelenggara
an Jasa
konstruksi

A\ 4

Meningkatnya
Penyedian Jasa
Konstruksi yang
memenuhi
Kualifikasi Teknis




Keterangan :

-117 -

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian

SMD - 09.07 Peningkatan Pengembangan Jasa Konstruksi

NO PE§:§§AI§_IAT AKTIVITAS
1. SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2. DPUTR Penanggung Jawab
3. DINAS TEKNIS Perencanaan
4. BAPPPPEDA Perencanaan
5. BKAD Dukungan Anggaran




PETA LINTAS FUNGSI

-118 -

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian

SMD - 09.08 Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang

v

Perumusan
Kebijakan

Proses
Pengadaan
Barang dan

Jasa

y

A 4

A 4

Verifikasi

PKKPR
dalam OSS

Pengesahan
Rencana
Tapak sebagai
persyaratan
dalam SIMBG

Pengendalian
Objek
Pemanfaatan
Ruang

Tersedianya
RTR dan
persentase
pemanfaat
ruang

A

SETDA

DPUTR @

BAPPPPEDA

BKAD Perencanaan

A 4

DINAS TEKNIS

DLHK

KECAMATAN




Keterangan :
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CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian

SMD - 09. 08 Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO PE&:\};\E}AI?{AT AKTIVITAS
1. SETDA Penyusunan Kebijakan

2. DPUTR Penanggung Jawab

3. BAPPPPEDA Perencanaan

4. BKAD Dukungan Anggaran

5. DINAS TEKNIS Perencanaan

0. DLHK Data Lingkungan

7. KECAMATAN Fasilitator tk. Wilayah
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian

SMD - 09.09 Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

SETDA
——  Perumusan
dan
Penyusunan
R
SEKWAN eses Kebijakan
Pembahasan ?
, analisa
—
data dan Tercapaianya
) juknis v Monitoring jumlah unit rumah
DPPP Mulai Verifikasi dan p| dan Evaluasi | —»{  yang dilgkukan
> Validasi perbaikan
A
BAPPPPEDA
> v
Pencairan dan
BKAD Perencanaan Penyaluran
Bantuan
INSPEKTORAT
DAERAH

KECAMATAN




Keterangan :
CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.09 Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

-121-

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan Kebijakan
2. | SETWAN Penyelengaraan Reses Dewan
3. | DPPP Penanggung Jawab
4. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
5. BKAD Perencanaan Penganggaran
INSPEKTORAT ey .
6. DAERAH Verifikasi dan evaluasi
7. | KECAMATAN Koordinator wilayah




-122 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.10 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Proses
SETDA Pengadaan |
Barang
Jasa
Perumusan Pembahasan v
: dan , analisa —
DPPP Mulai Penyusunan data dan Pelaksanaan .| Monitoring .dan
Kebijakan juknis Pembangunan Evaluasi
y
A
BAPPPPEDA >
Perencanaan
BKAD
INSPEKTORAT Pengawasan

DAERAH




-123 -

Keterangan :
CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.10 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

NO PE§:§§AI§-IAT AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan Kebijakan
2. | DPPP Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. BKAD Perencanaan Penganggaran
5. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan evaluasi




-124-

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.11 Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Proses
Pengadaan

Barang Jasa

SETDA Perumusan dan
> Penyusunan >
Kebijakan
DISHUB @
INSPEKTORAT Penyusunan
DAERAH Rencana
> Induk
Jaringan
BKAD Perencanaan
dan
Penyusunan
BAPPPPEDA »  Rencana
Pembangun
an Terminal
DPPP Penumpang
DPUTR

KECAMATAN

Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
dan angkutan umum

Monitoring,
Evaluasi dan

Tersediaan sarana dan
prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan Jumlah
Jaringan dan Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

pengawasan

A

A

Tipe C

Pelaksanaan
Pembangunan
Terminal Penumpang




Keterangan :
CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
SMD - 09.11 Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

-125-

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan kebijakan dan evaluasi
2. | DISHUB Penanggung Jawab
3 INSPEKTORAT Pencawasan
" | DAERAH g
4. BKAD Fasilitasi Anggaran
5. | BAPPPPEDA Perencanaan
6. | DPPP Data Lingkungan Perumahan dan Pemukiman
7. | DPUTR Pelaksana Pembangunan
8. | KECAMATAN Fasilitator Wilayah




SMD. 11

Peningkatan
Ketahanan Pangan
Daerah

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

-126 -

SMD. 10
Peningkatan Ketahanan Daerah

SMD. 12

Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

A

\4

A 4

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD. 10.01 SMD. 10.02
Peningkatan Peningkatan
Penanggulangan Pencegahan,
Bencana Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran Dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
SMD. 10.03 SMD. 10.04
Peningkatan Peningkatan
Pengendalian Dan Penanganan
Penanggulangan Bencana

Bencana Pertanian

A

SMD.16

Peningkatan
Efektivitas dan

Efisiensi Kinerja
Naerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah
SMD - 10.01 Peningkatan Penanggulangan Bencana

SETDA
Penyusunan Proses
|  Kebijakan P Pengadaan
Barang
BPBD Jasa
Penyusunan Penyusunan Sosialisasi,
Mulai Kajian Risiko Rencana Komunikasi, Selesai
Bencana Penanggulangan Informa§i dan
Kedaruratan Edukasi (KIE) v 7y
2 Rennane 7y
SATPOLPP
Pelayanan
Penyelama
tan dan
DINSOS evakuasi
Korban
DPPP | Perencanaan
» Penguatan
Kelembaga
BAPPPPEDA an dan
Sistem
Informasi
BKAD Kebencana
an
DISHUB
DINKES
DISDUKCAPIL
DISKOMINFO
INSPEKTORAT
DAERAH
KECAMATAN




Keterangan :
CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah
SMD - 10.01 Peningkatan Penanggulangan Bencana

-128 -

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2. | BPBD Penanggung Jawab
3. | SATPOLPP Dukungan Pelaksana Lapangan
4. | DINSOS Fasilitasi Bantuan Bencana
5. | DPPP Data Perumahan dan Pemukiman
6. | BAPPPPEDA Perencanaan
7. | BKAD Dukungan Anggaran
8. | DISHUB Dukungan Data Akses Jalan
9. | DINKES Dukungan Bidang Kesehatan
10. | DISDUKCAPIL Data Kependudukan
11. | DISKOMINFO Dukungan TI
12 INSPEKTORAT Peneawasam
" | DAERAH &
3. | KECAMATAN Fasilitator Wilayah




CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah

-129 -

PETA LINTAS FUNGSI

SMD - 10.02 Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

SATPOLPP

Pengolahan Data

A\ 4

Fasilitasi Bantuan Sosial
dan ekonomi tercapai

KECAMATAN

WMK
Pengadaan Sarana =
dan Prasarana
SETDA
BAPPPPEDA Perencanaan
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
v

DINSOS

Penguatan »| Sosialisasi/ Bimtek

Koordinasi
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Keterangan :
CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah
SMD - 10.02 Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SATPOLPP Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan dan evaluasi kinerja
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran

INSPEKTORAT - . .
S. DAERAL Verifikasi dan Evaluasi
6. | DINSOS Dukungan Fasilitasin Bansos
7. | KECAMATAN Fasilitator dan Koordinator Wilayah




CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah
SMD - 10.03 Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

-131-

PETA LINTAS FUNGSI

DPKHP

Rakor Bencana

A 4

3

Peningkatan

SETDA

BAPPPPEDA

A 4

Tertanggulanginga Bencana
Peternakan dan Kesehatan
Hewan

A

sapras

Perencanaan

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

DPP

Penguatan Ketahan
Pangan Daerah

DINSOS

Pelaksananaan
Fasilitasi Bantuan

KECAMATAN

Sosisalisasi Pengendalian
dan Penanggulangan

Renrana Pertanian

J Sosial




Keterangan :
CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah
SMD - 10.03 Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

-132 -

NO PE&:I;\E}AI?{AT AKTIVITAS
1. | DPKHP Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
S. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi
6. | DPP Tim Penanganan Bencana
7. | DINSOS Fasilitasi Bantuan Sosial
8. | KECAMATAN Fasilitator dan Koordinator Wilayah




-133 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah
SMD - 10.04 Peningkatan Penanganan Bencana

SETDA
. Evaluasi Penanganan korban
DINSOS Mulai Monev Pasca p| bencana yang cepat
Bencana tanggap
Perencanaan -

BAPPPPEDA Penyedian dan 7'y

Pendistribusian

BUFFERSTOCK

Pengolahan untuk Korban

BKAD > Data > Bencana
BPBD
SATPOLPP x
KECAMATAN
INSPEKTORAT Pengawasan
DAERAH




Keterangan :
CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah
SMD - 10.04 Peningkatan Penanganan Bencana

-134 -

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan Kebijakan dan evaluasi
2. | DINSOS Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan
4. | BKAD Dukungan Anggaran
S. | BPBD Data Korban Bencana dan Pelaksana Lapangan
6. | SATPOLPP Data Korban Bencana dan Pelaksana Lapangan
7. | KECAMATAN Fasilitator tk. Wilayah
8. INSPEKTORAT Pengawasan dan Pembinaan

DAERAH




SMD. 07

Peningkatan
Pertumbuhan
Ekonomi Melalui
Pengembangan
Agribisnis

SMD. 10

Peningkatan
Ketahanan Daerah

-135-

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 11
Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah

SMD. 11.01

Peningkatan
Pengelolaan Sumber
Daya Ekonomi

SMD. 11.02

Peningkatan
Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan

SMD. 12

Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

A

\4

Untuk Kedaulatan Masyarakat
Dan Kemandirian
Pangan
SMD. 11.03 SMD. 11.04
Peningkatan Peningkatan
Penanganan Pengawasan

Kerawanan Pangan

Keamanan Pangan

A 4

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD. 11.05

Peningkatan
Stabilitasi Harga
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting

A

SMD.16

Peningkatan
Efektivitas dan
Efisiensi Kinerja
Daerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan




-136 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
SMD - 11.01 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

. Meningkatnya
PP Mulai — | pengelolaan
Monitoring dan "| sumberdaya Ekonomi

)
evaluasi stock pangan untuk pangan
daerah
SETDA A
Perencanaan
BAPPPPEDA i
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH

Stabilitasi
DKPP »  Harga Pangan




-137 -

Keterangan :
CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
SMD - 11.01 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

NO PE&;\;\E}AI?_IAT AKTIVITAS
1. | DPP Penanguung Jawab

2. | SETDA Perumusan Kebijakan

3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. | BKAD Perencanaan Anggaran

S. gv;ggi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi

6. | DKPP Penggerakan Stabilisasi Harga




-138 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
SMD - 11.02 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Meningkatnya
DPP Mulai R diversifikasi Pangan
untuk meningkatkan
ketahan pangan daerah

Koordinasi

SETDA -
Perencanaan

BAPPPPEDA g
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH

Monitoring
DKPP P Ketersediaan Energi

Sumberdaya Protein —| Pengelolaan
) Diversifikasi Pangan

KECAMATAN




Keterangan :
CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
SMD - 11.02 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

-139 -

NO PE&:I;\TI:}AI?{AT AKTIVITAS
1. | DPP Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
S. gv;ggi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi
6. | DKPP Penggerakan Stabilisasi Harga
7. | KECAMATAN Mobilisasi Masyarakat




CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
SMD - 11.03 Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan

- 140 -

PETA LINTAS FUNGSI

Fasilitasi bantuan

Berkurangnya Penduduk

DPP bahan kebutuhan > rawan pangan
Pengolahan pokok
— Data ? 4

SETDA

Perencanaan
BAPPPPEDA i
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
DINAS v
SOSIAL

Pendataan Penduduk

Rawan Pangan Peningkatan Produktifitas

KECAMATAN > Pertanian




Keterangan :
CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
SMD - 11.03 Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan

-141-

NO PE§:§§AI§{AT AKTIVITAS
1. | DPP Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
S. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi
6. | DINAS SOSIAL Fasilitasi Bantuan Sosial
7. | KECAMATAN Faslitator dan Koordinator




CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
SMD - 11.04 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

-142 -

PETA LINTAS FUNGSI

DPP

SETDA

BAPPPPEDA

\ 4

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

DINAS
SOSIAL

Perencanaan

A 4

Pengolahan
Data

Pengawasan Stock
Pangan Daerah

Terciptanya Keamanan
Pangan Daerah

*

DKPP

Monitoring dan
Evaluasi Harga

Pangan




Keterangan :
CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
SMD - 11.04 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

- 143 -

NO PEDE:EIJI;}AI;AT AKTIVITAS
1. | DPP Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
5. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi
6. | DINAS SOSIAL Perencanaan Bantuan Sosial
7. | DKPP Stabiltasi harga




PETA LINTAS FUNGSI

-144 -

CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
SMD - 11.05 Peningkatan Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

DKPP

BAPPPPEDA

SETDA

INSPEKTORAT
DAERAH

BKAD

A 4

BAPPENDA

DPP

DPMPTSP

DPP

Perencanaan,
Pengolahan
Data Stok
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang
Penting

Pelaksanaan
Stabilisasi Barang
Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting

Tindak
Lanjut

A 4

Tercapainnya
Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang

yy Penting
A
Monitoring
dan
Evaluasi
4
Perizinan




Keterangan :
CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
SMD - 11.05 Peningkatan Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- 145 -

NO PE§:§§AI§{AT AKTIVITAS
1. | DKPP Penanggung Jawab

2. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

3. | BKAD Dukungan Anggaran

4. | BAPENDA Dukungan Pengelolaan Pendapatan Daerah

5. | SETDA Dukungan Dasar Hukum dan Kebijakan

6. | DPP Dukungan Data Stok di Lapangan

7. | DPP Dukungan Data Stok di Lapangan

8. | DPMPTSP Dukungan Perizinan

9. INSPEKTORAT Dukungan Pengawasan

DAERAH




SMD. 08

Peningkatan
Pemajuan
Kebudayaan dan
pengembangan
Destinasi Wisata
Sebagai Daya Tarik
Pariwisata

SMD. 10

Peningkatan
Ketahanan Daerah

A

A 4

- 146 -

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 12

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

SMD. 12.01

Peningkatan

Perencanaan
Lingkungan Hidup

SMD. 12.02
Peningkatan
Pengendalian
Pencemaran
Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

SMD. 12.03

Peningkatan

Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati (KEHATI)

SMD. 12.04
Peningkatan
Pengendalian Bahan
Berbahaya Dan
Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan
Berbahaya Dan

SMD. 12.05
Peningkatan Pembinaan
Dan Pengawasan
Terhadap Izin
Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan

SMD. 12.06
Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan Dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup

Beracun (Limbah B3) Hidup (PPLH) Untuk Masyarakat
SMD. 12.07 SMD. 12.08 SMD. 12.09
Peningkatan Peningkatan Peningkatan
Penghargaan Penanganan Konservasi Sumber

Lingkungan Hidup Pengaduan Daya Alam Hayati

Untuk Masyarakat

Lingkungan Hidup

Dan Ekosistemnya

SMD. 12.10
Peningkatan
Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sistem Air Limbah

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

A

A\ 4

SMD.16

Peningkatan
Efektivitas dan
Efisiensi Kinerja
Naerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan




CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.01 Peningkatan Perencanaan Lingkungan Hidup

-147 -

PETA LINTAS FUNGSI

DLHK

SETDA

BAPPPPEDA

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

Perencanaan

Perumusan
Kebijakan

T

Instrumen dan/atau
rujukan Perencanaan
Lingkungan Hidup

Tersusunya dokumen

Instrumen dan/atau

rujukan Perencanaan
Lingkungan Hidup

A

DPPP

DPUPR

Pengelolaan Data
Perumahan dan
Pemukiman




Keterangan :
CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.01 Peningkatan Perencanaan Lingkungan Hidup

- 148 -

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DLHK Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
S. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi
6. | DPPP Pengelolaan Data Perumahan dan Permukiman Penduduk
7. | DPUPR Dukungan Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Pembangunan




- 149 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.02 Peningkatan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

. : Terjaganya kualitas
Mulai Pengendalian _ - :
DLHK O Pencemaran Lingkungan lingkungan hidup

A

A

SETDA

Perencanaan

BAPPPPEDA —>

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH T

Pengelolaan data
lingkungan Perumahan dan
Pemukiman

A 4

DPPP




-150 -

Keterangan :
CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.02 Peningkatan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

NO PE&:\};\E}AI?_IAT AKTIVITAS

1. | DLHK Penanggung Jawab

2. | SETDA Perumusan Kebijakan

3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. | BKAD Perencanaan Anggaran

5. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi

6. | DPPP Pengelolaan Data Lingkungan Perumahan dan Permukiman Penduduk




CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.03 Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

-151-

PETA LINTAS FUNGSI

DLHK

SETDA

BAPPPPEDA

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

Perencanaan

Sosialisasi Pengukuran Pengendalian Terjaganya
Pemeliharaan | Indeks Tutupan Ekploitasi Sumber . .
> . > kualitas Vegetasi
Keanekaragaman Vegetasi Daya Alam
Havati
A




Keterangan :
CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.03 Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

-152 -

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DLHK Penanggung Jawab

2. | SETDA Perumusan Kebijakan

3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. | BKAD Perencanaan Anggaran

5. INSPEKTORAT Verifikasi dan Evaluasi

DAERAH




CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.04 Peningkatan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

-153 -

PETA LINTAS FUNGSI

DLHK

SETDA

BAPPPPEDA

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

Perencanaan

Penyusunan
Usulan
Pembangunan
TPS B3

Peningkatan

Timhah RR

Sapras Pengelohan |~

Pengolahan Bahan
B3 dan Limbah B3

—>

TPS B3 yang
mendapat
rekomendasi




- 154 -

Keterangan :
CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.04 Peningkatan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

NO PE§:§§AI§{AT AKTIVITAS
1. | DLHK Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
5. gIXE;EAiTORAT Verifikasi dan Evaluasi




- 155 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.05 Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

. Penelaahan, Rekomendasi Pembinaan dan R Meningkat.nnya usaha atau
DLHK Mulai Pengolahafl dan > Pengawasan > kegiatan yang
Pengkajian mendapatkan izin PPLH
7'}
A
SETDA
Perencanaan
BAPPPPEDA >
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
DPP
Usulan Penerbitan
> ijin usaha
KECAMATAN
v
Penerbitan Izin
DPMPTSP Usaha




- 156 -

Keterangan :
CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.05 Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO PE&:\};\E}AI:{AT AKTIVITAS
1. | DLHK Penanggung Jawab

2. | SETDA Perumusan Kebijakan

3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. | BKAD Perencanaan Anggaran

5. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi

6. | DPP Rekomendasi Usulan Perijinan

7. | KECAMATAN Rekomendasi Usulan Perijinan

8. | DPMPTSP Penerbitan Ijin




-157 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.06 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Meningkatnnya Jumlah lembaga

DLHK @ M];:)nii[origg kemasyarakatan yang rgeningkat
valuasi aktivitasnya dalam Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
SETDA
Perencanaan
BAPPPPEDA IS
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
Penyuluhan Pelatihan Lembaga
KECAMATAN > Lingkungan Hidup »| Kemasyarakatan

kepada Masyarakat




- 158 -

Keterangan :
CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.06 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

NO PE&:ggAI;AT AKTIVITAS
1. DLHK Penanggung Jawab
2. SETDA Perumusan Kebijakan
3. BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. BKAD Perencanaan Anggaran
5. g\liggi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi
0. KECAMATAN Fasilitator Wilayah




- 159 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.07 Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

DLHK

SETDA

BAPPPPEDA

BKAD

INSPEKTORAT
DAERAH

Perencanaan

Pengelolaan dan
penilaian

A 4

A

Meningkatnya jumlah
Desa/Kelurahan berbudaya
lingkungan

v

KECAMATAN

A\ 4

Sosialisasi Kegiatan

Pemberian
Penghargaan




Keterangan :

CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- 160 -

SMD - 12.07 Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DLHK Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Perencanaan Anggaran
5. g\liggi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi
6. | KECAMATAN Fasilitator Wilayah




CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.08 Peningkatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

-161-

PETA LINTAS FUNGSI

DLHK

SETDA

KECAMATAN

BAPPPPEDA

INSPEKTORAT
DAERAH

BKAD

Perencanaan

Rekapitulasi,

analisa pengaduan

4

A

Pembahasan

Sengketa dan

Penyelesaian
sengketa

Terselesaikannya
pengaduan
sengketa PPLH




Keterangan :

CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

-162 -

SMD - 12.08 Peningkatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DLHK Penanggung Jawab

2. | SETDA Perumusan Kebijakan

3. | KECAMATAN Fasilitator dan koordinator

4. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

5. g\liggi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi

6. | BKAD Perencanaan Anggaran




-163 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
SMD - 12.09 Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Meningkatnya

DLHK Pengawasan Pengelolaan Kawasan
Perumusan Konservasi
Kebijakan A
Kawasan
Konservasi Alam
SETDA
Perencanaan
BAPPPPEDA
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
Sosialisasi

KECAMATAN Peningkatan

konservasi Alam




Keterangan :

CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- 164 -

SMD - 12.09 Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DLHK Penanggung Jawab
2. | SETDA Perumusan Kebijakan
3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan
4. | BKAD Penrencanaan Anggaran
5. }:l)\IASéDIEi{I:II‘ORAT Verifikasi dan Evaluasi
6. | KECAMATAN Fasilitator dan koordinator




CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
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PETA LINTAS FUNGSI

SMD - 12.10 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Pembahasan,
analisa data
dan juknis

Penampungan,
»| Pengusulan ke

Kementrian
PUPR

DESA >
SKPD
TEKNIS

Perencanaan

A

A

Monitoring dan
Evaluasi

T

Sosialisasi dan
Pemberdayaan

Usulan dari Desa

KSM

A 4

Penerimaan
Bantuan oleh
KSM

Tersedianya
Sanitasi Layak
untuk masyarakat

1

BKAD

Penyaluran
Bantuan




Keterangan :
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CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

SMD - 12.10 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

NO PE§:};\T§AI§{AT AKTIVITAS
1. DPPP Penanggung Jawab

2. DESA Pengusulan dan Penerima Hasil

3. SKPD TEKNIS Pokja AMPL

4. BKAD Fasilitasi Pencairan Bantuan
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PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

SMD. 13
Peningkatan Penanaman Modal di
Kabupaten Sumedang

SMD. 07 SMD. 08
Peningkatan Peningkatan
Pertumbuhan Pemajuan
Ekonomi Melalui Kebudayaan dan
Pengembangan Pengembangan
Agribisnis Destinasi Wisata
sebagai Daya Tarik
Pariwisata
SMD. 09 SMD. 12

Peningkatan Kualitas
Insfrastruktur Sebagai
Penunjang
Perekonomian

Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

SMD. 13.01

Peningkatan
Pengembangan
Iklim Penanaman
Modal

SMD. 13.02

Peningkatan
Promosi
Penanaman Modal

SMD. 14

Peningkatan
Kompetensi dan
Produktivitas
Masyarakat

A 4

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

A

SMD.16

Peningkatan Efektivitas
dan Efisiensi Kinerja
Daerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 13 Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang

SMD - 13.01 Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

SETDA

DPMPTSP

BAPPPPEDA

DPUTR

DKPP

DISNAKERTRANS

A 4

KECAMATAN

BAPPENDA

INSFEKTORAT

BKAD

DISKOMINFO

Pengolahan
data, analisis,
Perencanaan

Penyusunan
Peta Potensi
Investasi

Penyusunan
Kebijakan

ik

Pemberian
Insentif/
Kemudaha
n
Penamama
n Modal

Evaluasi
dan
Tindak
Lanjut

Meningkatnya
Jumlah Investor
yang berinvestasi

di Kab. Sumedang




Keterangan :
CFM 13 Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang
SMD - 13.01 Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 169 -

NO PE&:I;\TI:}AI?{AT AKTIVITAS
1. | SETDA Penyusunan Kebijakan

2. | DPMPTSP Penanggungjawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. | DPUR Perencanaan Tataruang

5. | DKUKMPP Perencanaan Kawasan Industri

6. | DISNAKERTRANS | Penyediaan Tenaga Kerja dan UMK

7. | KECAMATAN Fasilitator Kewilayahan

8. | BAPPENDA Perencanaan Pendapatan Daerah dan Analisis Kebijakan tentang Pendapatan Daerah
9. | BKAD Dukungan Anggaran

10. | DISKOMINFO Dukungan TI

11.

I INSPEKTORAT
DAERAH

Pengawasan , Pembinaan dan Pendampingan
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 13 Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang
SMD - 13.02 Peningkatan Promosi Penanaman Modal

SETDA
Evaluasi
dan -
Penyusunan Pelaskanaan Tindak l\l/le}?mgkatnya
i i . Jumlah Investor yang Selesai
DPMPTSP Strategi Promosi > Laniut . sto
Perencanaan Promosi Investasi J berinvestasi di Kab.
i Sumedang
Tnvestasi

Koordinasi

BAPPPPEDA oo
enyusuna
n Bahan/
Materi

DPOKP »  Promosi

Investasi
DKPP
DPP
DPKHP <
BKAD
DISKOMINFO Dukungan TI
INSPEKTORAT Pengawasan

DAERAH




Keterangan :
CFM 13 Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang
SMD - 13.02 Peningkatan Promosi Penanaman Modal

-171-

NO PEI?:;\E}A%IAT AKTIVITAS

1. | SETDA Penyusunan Kebijakan

2. | DPMPTSP Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan Pembangunan

4. | DISBUDPORA Penyusunan Bahan Materi Promosi Investasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan
5. | DKUKMPP Penyusunan Bahan Materi Promosi Investasi Sektor Industri, Perdagangan

6. | DPP Penyusunan Bahan Materi Promosi Investasi Sektor Pertanian

7. | DPP Penyusunan Bahan Materi Promosi Investasi Sektor Perikanan dan Peternakan
8. | BKAD Dukungan Anggaran

9. | DISKOMINFO Sistem Informasi

10. INSPEKTORAT Pengawasan dan Pembinaan

DAERAH




SMD. 06 SMD. 07
Peningkatan Peningkatan
Pertumbuhan Pertumbuhan
Ekonomi melalui Ekonomi melalui
Pengembangan Pengembangan
Kawassan Industri Agribisnis
SMD. 08 SMD. 10
Peningkatan Peningkatan Kualitas
Pemajuan Infrastruktur sebagai
Kebudayaan dan Penunjang
engembangan Perekonomian

Destinasi Wisata
Sebagai Daya Tarik
Pariwisata

-172 -

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

\4

A

SMD. 14
Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas
Masyarakat
SMD. 14.01 SMD. 14.02
Peningkatan Pelatihan Peningkatan
Kerja Dan Penempatan Tenaga
Produktivitas Tenaga Keri
. erja
Keria
SMD. 14.03 SMD. 14.04
Peningkatan Peningkatan
Hubungan Industrial Pembangunan

Kawasan Transmigrasi

A 4

SMD.15

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

SMD. 14.05
Peningkatan
Pengembangan
Kawasan Transmigrasi

SMD. 14.06
Peningkatan
Pemberdayaan Dan
Perlindungan Koperasi

SMD. 14.07
Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha
Kecil, Dan Usaha

SMD. 14.08
Peningkatan
Pengembangan UMKM

Mikro (UMKM)
SMD. 14.09 SMD. 14.10
Peningkatan Peningkatan
Pengembangan Pengembangan

Ekonomi Kreatif
Melalui Pemanfaatan
Dan Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual

Sumber Daya
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif

A

SMD.16

Peningkatan
Efektivitas dan

Efisiensi Kinerja
Naerah

SMD.17

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

SMD - 14.01 Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

SETDA l
@ Pelatihan Pelatihan Pembinaan Rekomendasi Meningkatnya
ulai . . . .
Pencari kerja Uji LPKS perijinan tenaga kerja Selesai
DISNAKERTRANS dan tenaga Kompetensi pendirian yang bersifikat
kerja LPKS Evaluasi -
Perencanaan
BAPPPPEDA
INSPEKTORAT
DAERAH
BKAD
DISDIK
DISDUK Pengolahan
Data
DKPP g
DINSOS

DISKOMINFO




Keterangan :
CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.01 Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

-174 -

PERANGKAT

NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan danPenyusunan Kebijakan
2. | DISNAKERTRANS | Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan dan evaluasi
4 INSPEKTORAT P dan pen n

- | DAERAH erencanaan dan pengawasa
5. | BKAD Perencanaan Penganggaran
6. | DISDIK Data lulus sekolah
7. | DISDUK Data Kependudukan
8. | DKPP Data usaha kecil dan industri
9. | DINSOS Data Sosial
10. | DISKOMINFO Sistem Informasi
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja

SETDA i
Pelayanan Penyuluhan Penyelengaraa Pengelolaan Meningkatnya
Antar Kerja dan n unit layanan informasi Evaluasi jumlah penari
bimbingan disabilitas Pasar kerja kerja yang
DISNAKERTRANS imbingan Jiabiitas a ke s
pencari kerja an pekerjaan
> Perencanaan T
BAPPPPEDA
INSPEKTORAT
DAERAH
BKAD
DISDIK
DISDUK
—| Pengolahan
DKPP Data
DINSOS

DISKOMINFO
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Keterangan :
CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan danPenyusunan Kebijakan

2. | DISNAKERTRANS | Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan dan evaluasi

4 INSPEKTORAT Perencanaan dan pengawasan
' | DAERAH peng

5. | BKAD Perencanaan Penganggaran

6. | DISDIK Data lulus sekolah

7. | DISDUK Data Kependudukan

8. | DKPP Data usaha kecil dan industri

9. | DINSOS Data Sosial

10. | DISKOMINFO Sistem Informasi




-177 -

PETA LINTAS FUNGSI

CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.03 Peningkatan Hubungan Industrial

SETDA
DISNAKERTRANS
BAPPPPEDA

INSPEKTORAT

DAERAH

BKAD

Perencan
aan

\ 4

A 4

Sosialisasi
dan
Pembinaan
perusahaan

Verifikasi data
keanggotaan
serikat
buruh/pekerja
dan tenaga kerja

Pembahasan dan
Pengesahan
PeraturanPerusaha
an dan Penjajian
Bersama

Pelaksanaan
Pembahasan
dan
Penyelesaian
Masalah

v

Evalu
asi

Meningkatnya
jumlah pencari
kerja yang
mendapatkan
pekeriaan
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Keterangan :
CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.03 Peningkatan Hubungan Industrial

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan danPenyusunan Kebijakan

2. | DISNAKERTRANS | Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan dan evaluasi
4 INSPEKTORAT Perencanaan dan pengawasan
" | DAERAH peng

5. | BKAD Perencanaan Penganggaran




PETA LINTAS FUNGSI

-179 -

CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.04 Peningkatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

SETDA

DISNAKERTRANS @
BAPPPPEDA

INSPEKTORAT

DAERAH

BKAD

Perencan
aan

Penyuluhan
dan pelatihan
transmigrasi

A 4

Penataan penduduk
setempat sekitar
lokasi transmigrasi

Pemindahan dan
penempatan
Trnamigran

A 4

Evalu
asi

Jumlah
Transmigrasi yang
di tempatkan

4@
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Keterangan :
CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.04 Peningkatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan danPenyusunan Kebijakan

2. | DISNAKERTRANS | Penanggung Jawab

3. | BAPPPPEDA Perencanaan dan evaluasi
4 INSPEKTORAT Perencanaan dan pengawasan
" | DAERAH peng

5. | BKAD Perencanaan Penganggaran




CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.05 Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

PETA LINTAS FUNGSI

-181-

SETDA
Pelaksnaaan Meningkatnya
Mulai penguatan SDM g o . SDM .
DISNAKERTRANS Q Kemandirian Satuan » Monltorlng Evaluasi Tarnasmigran 4@
Pemukiman lokal
Perencanaan
A
BAPPPPEDA
INSPEKTORAT
DAERAH
BKAD
DISDUK Pendataan
- penduduk
= transmigran
lokal

KECAMATAN




Keterangan :
CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.05 Peningkatan Pengembang Kawasan Transmigrasi

-182 -

NO PEDE:EI:\TI;}AI;AT AKTIVITAS
1. | SETDA Perumusan danPenyusunan Kebijakan
2. | DISNAKERTRANS | Penanggung Jawab
3. | BAPPPPEDA Perencanaan dan evaluasi
4. INSPERTORAT Perencanaan dan pengawasan
DAERAH
5. | BKAD Perencanaan Penganggaran
6. | DISDUK Data Penduduk
7. | KECAMATAN Fasilitator wilayah




CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

-183 -

PETA LINTAS FUNGSI

SMD - 14.06 Peningkatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Pemilihan Koperasi Sampel

Pelaksanaan Pemberdayaan Peningkatan

Publikasi Hasil

Mulai untuk Pemberdayaan dan > Prodl{tktmtas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses R pember.dayaan
DKPP . . Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan » dan perlindungan
Perlindungan Koperasi . . s .
Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi koperasi
Usaha Konerasi
BAPPPPEDA »| Perencanaan
BKAD
\ 4
DINKES
Bantuan
pelaksanaan
DPMPTSP Pemberdayaan
dan
Perlindungan
Koperasi

KECAMATAN




Keterangan :

CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

-184 -

SMD - 14.06 Peningkatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

NO PE§:§§AI§{AT AKTIVITAS
1. | DKPP Penanggung Jawab
2. | BAPPPPEDA Perencanaan
3. | BKAD Dukungan Anggaran
4. | DINKES Narasumber pemberdayaan
5. | DPMPTSP Dukungan Perizinan
7. | KECAMATAN Dukungan Pemberdayaan Koperasi
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

SMD - 14.07 Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Data Usaha Mikro yang Dilakukan
melalui Pendataan, Kemitraan,

Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui Pendataan,

Jumlah UMKM yang

Mulai ’—> Kemudahan Perizinan, Penguatan » Kemitraan, Kemudahan Perizinan, berk?mbang da}ri' segi | —p
DKPP Kelembagaan dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan, Perizinan,
dengan Para Pemangku Kepentingan Koordinasi dan Kelembagaan
Perencanaan A
BAPPPPEDA g
BKAD
DPMPTSP

Data Usaha MIkro yang
memiliki Izin dan tidak
memiliki Izin

KECAMATAN
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Keterangan :
CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.07 Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

NO PEI;Q:]?R(;KI?T AKTIVITAS
1. | DKPP Penanggung Jawab

2. | BAPPPPEDA Perencanaan

3. | BKAD Dukungan Anggaran

4. | DPMPTSP Dukungan Perizinan

5. | KECAMATAN Dukungan Pemberdayaan UMKM
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.08 Peningkatan Pengembangan UMKM

Pelaksanaan pembinaan,
pengembangan dan pemberian

| . Jumlah UMKM yang dibina, dikembangkan
bantuan untuk proses produksi > o
DKPP dan diberi bantuan
guna mengembangkan usaha
mikro menjadi usaha kecil
Perencanaan

BAPPPPEDA v
BKAD

Data Usaha Mikro yang akan
KECAMATAN dikembangkan dari usaha

mikro menjadi usaha kecil




Keterangan :

-188 -

CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.08 Peningkatan Pengembangan UMKM

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS
1. | DKPP Penanggung Jawab

2. | BAPPPPEDA

Perencanaan

3. | BKAD

Dukungan Anggaran

4. | Kecamatan

Dukungan Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM




PETA LINTAS FUNGSI

-189 -

CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.09 Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

) Pengelolaan data, Kemitraan, Pendampingan Meningkatnya
Mulai Pemanfaatan dan dalam Fasilitasi Jumlah Pelaku Selesai
DISPARBUDPORA Perlindungan Hak Kekayaan Pendaftaran Hak Usaha Ekonomi clesai
Intelektual Kepentingan Kekayaan Kreatif yang
Inteleletinal (HAKT herlkemhano
A
Perencanaan
BAPPPPEDA d
BKAD
KECAMATAN Pengajuan Data UKM

A 4

DKPP

dalam pengembangan
Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan Dan
Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual
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Keterangan :
CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.09 Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

PERANGKAT
NO DAERAH AKTIVITAS

1. | DISPARBUDPORA | Penanggung Jawab

2. | BAPPPPEDA Perencanaan
3. | BKAD Dukungan Anggaran
4. | KECAMATAN Legalitas Tempat

5. | DKPP Fasilitator
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PETA LINTAS FUNGSI

CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
SMD - 14.10 Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Meningkatnya

Mulai Pengelolaan Data, Kemitraan, Pendgmpingan, Jumlah Sumber
Monitoring dan D Pariwi d .
DPP Pengembangan Sumber Daya | | aya Pariwisata dan Selesai
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif " evaluasi Pelaku Usaha
Ekonomi Kreatif
trAe havrlrarmhane~
A
Perencanaan
BAPPPPEDA d
BKAD
INSPEKTORAT
DAERAH
KECAMATAN

Pelatihan dan

Bimbingan

DKPP




Keterangan :
CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

SMD - 14.10 Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

-192 -

PERANGKAT

No DAERAH

AKTIVITAS

1. | DISPARBUDPORA | Penanggungjawab

2. | BAPPPPEDA Perencanaan

3. | BKAD Dukungan Anggaran

4. | KECAMATAN Fasilitator pelaku UMKM
5. | DKPP Dukungan Promosi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG.

S |

¥
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\/
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NI.19650129199831001

BUPATI SUMEDANG,
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